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ABSTRAK

Nama : Sekar Ayu Probowati
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pengaturan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Nasional Pada

Kontraktor Production Sharing Minyak dan Gas Bumi

Tesis ini membahas pengaturan tenaga kerja nasional dan pengelolaannya.
Industri Minyak dan Gas Bumi (migas) yang mempunyai karakteristik khusus,
yaitu padat modal, beresiko tinggi dan membutuhkan keahlian dari sumber daya
manusia nya dalam mengelola cadangan migas, maka  terdapat keterbatasan
jumlah tenaga kerja-nasional dalam sektor ini. Untuk mengatasi keterbatasan
sumber daya manusia dalam pengelolaan cadangan migas, Pemerintah
menuangkan pengutamaan penggunaan tenaga kerja nasional dalam Konirak Bagi
Hasil antara KPS dengan BPMIGAS. Pengutamaan tenaga kerja nasional tersebut
ditvangkan dalam klausula pelatihan dan penempatan tenaga kerja nasional dalam
KPS. Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil tersebut, KPS wajib untuk melakukan
pengembangan terhadap kompetensi tenaga kerja masional untuk meningkatkan
keahlian pekerja dalam pelaksanaan eksplorasi dan produksi migas dan peraturan-
peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dalam industri migas khususnya, dan
peraturan ketenagakerjaan yang berlaku pada umumnya. Oleh karena itu perlu
dikaji lebih lanjut mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan dan
pengembangan tenaga kerja nasional, baik untuk pekerja kontrak, pekerja tetap
dan pekerja kontrak pihak ketiga (outsource), dalam suatu KPS.

Kata Kunci:
Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor Production Sharing, Tenaga Kerja Nasional
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ABSTRACT

Name : Sekar Ayu Probowati
Study Program . llmu Hukum
Title . The Regulation and the Development of National Workers

at Production Sharing Contract in Oil and Gas Sector.

The focus of this study is for regulating and developing of national workers who
worked in Production Sharing Contract Company in oil and gas sector. The Oil
and Gas sector have special characteristic such.as the large amount of capital
needed, high risk and require a‘complicated technology to explore and exploited
the oil and gas. The deficiency of national workers had raise in this sector. To
prevent the deficiency amount of national workers get bigger, The Government of
Indonesia raise the regulation to the Production Sharing Contract Company to hire
national workers as a priority, and develop the national workers competency. The
Production Sharing Contract Company shall obey the government policy of
worker and oil and gas, subject to the Production Sharing Contract had been
signed by ‘the Govermmment of Indonesia and: Production Sharing Contract
Company.

Key words:
National Workers, Qil and Gas, Production Sharing Coniract Company.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bahan galian tambang adalah sumber daya alam yang tak terbarukan
(unrenewable resources) dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutubkan
pendekatan manajemen ruangan yang:ditangani secara holistik dan integratif
dengan memperhatikan empat-aspek pokok yaitu, aspek pertumbuhan (growih),
aspek pemerataan (equity), aspek lingkungan (e#vironment), dan aspek konservasi
(conservation), Penggunaan pendekatan yang demikian memeriukan kesadaran
bahwa setiap Kegiatan eksploitasi bahan galian akan menghasilkan dampak yang
bermanfaat, sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan
masyarakat lokal pada khususnya.

Salah satu bahan galian tambang yang mempunyai nilai tinggi saat ini
adalah “emas hitam” atau minyak bumi dan gas bumi. Minyak Bumi dan Gas
Bumi (“selanjutnya disebut Migas) sebagai kekayaan alam nasional, menipakan
sumber daya alam yang tak terbarukan, oleh karena itu pengusahaannya harus
dilakukan secara optimal 2

Penggunaan pasal 33/ ayat (2) dan (3) UUD 1945 dilakukan dengan
pendekatan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan merupakan milik
bersama (common . property) banpsa Indomesia dan' dipergunakan untuk
kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari satu generasi ke

generasi selanjutnya secara berkelanjutan.

Yusgiantoro, Pumomo, "Kebijakan ‘dan| Strategis Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Sakior Pertambangan dan Energi®, (Makalah Keynote Speaker Seminar Nasional
Pengaturan Pengelolaan Pertambangan dalam Era Otonomi Daerah dari Perspektif Kernandirian
Lokal, Makassar), him. 3.

2 Kebijaksanaan pengaturannya berpedoman pada pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang - Undang
Dasar 1945, yaitu .
"(2) Cabang — cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.”
“(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar — besarnya unhuk kemakmuran rakyat.”
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Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bangsa Indonesia
membeﬁ kekuasaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur,
memelihara, dan mempergunakan kekayaan kekayaan alam tersebut dengan
sebaik — baiknya sehingga tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Kedudukan Migas bernilai strategis dan vital sebagai cabang produksi
yang penfing dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu,
merupakan wewenang negara untuk menguasai kekayaan alam yang terdapat di
wilayah hukum pertambangan Indonesia disebut dengan hak penguasaan.
Sedangkan pelaksanaan hak: penguasaan negara khusus,untuk pertambangan
Migas disebut pengusahaan pertambangan Migas.’

Penguasaan dan pengusahaan atas Migas ini kemudian diatur dengan pasal
3 Undang — Undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi. Diatur di dalamnya yaitu bahwa pengusahaan pertambangan Migas
hanya dapat diselenggarakan oleh negara dan selanjutnya negara mendelegasikan
pelaksanaan pengusahaan pertambangan Migas kepada sebuzh perusahiaan negara
dalam bentuk kuasa pertambangan. Perusahaan Negara yang dimaksud. sebagai
pemegang kuasa pertambanpan -atas Migas| di Jndonesia adalah Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atav disingkat PERTAMINA yang
dasar pembentukannya adalah Undang — Undang No. 8 tahun 1971 teniang
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.*

Saat  dibentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tersebut,
pengusahaan Migas yang dilakukan’ oleh PERTAMINA "belum dapat dilakukan
secara mandiri, Hal ini dikarepakan adanys hambatan utama yang bersumber dari
sifat alamiah industri perminyakan/itu  sendir, yaitu keharusan adanya
permodalan, teknologi dan sumber daya manusia yang kuat serta tak terbatﬂs.5

* 8. Sosrokoesoemo, Ann, Pelaksanaan Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang- Uhdang
Dasar 1945 Dalam Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, hlm. 66,

* Ibid hal, 71.
* Hambatan-hambatan tersebut diatasi Pemerintah dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang —
Undang No. 8 Tzhun 1971, yang menyatakan bahwa:

“f1} Perusahaon dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk “Konrak
Production Sharing.”
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Negara memperkenankan PERTAMINA untuk mengadakan kerjasama dalam
pengusahaan Migas dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak Production Sharing
(KPS) atau dapat disebut juga Production Sharing Contract (PSC) atau Kontrak
Bagi Hasil. PSC lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun
1994 tentang Syarat — syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi.

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan
datang, kegiatan usaha Migas ditantut untuk lebih mampu mendukung
kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat. Saat ini, sudab terdapat political will dari Pemerintah
untuk melaksanakan reformasi peraturan perundang-undangan industn Migas
dengan mengganti Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 dengan Undang — Undang
No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“selanjutnya disebut UU
Migas™). ‘ \

Adapun tujuan dari penyusunan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi adalah:®

1. ‘terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber
daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan
vital;

2. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk
lebih mampu bersaing;

3. meningkatnya pendapatan negara dan-memberikan konfribusi yang
sebesar-besamya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan
memperkuat indpstri dan perdagangan Indonesia;

4. menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai Pemerintah dengan melaksanakan

dan mengendalikan kegiatan hulu Migas melalui Kontrak Kerja Sama.’ Kontrak

¢ Penjelasan alas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 fentang Minyak dan Gas Bumi.

7 Sebagaimana dinyatskan dalam pesal 6 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 {entang Minyak dan Gas
Bumi;
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Kerja Sama ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka 19 UU No. 22 Tahun 2001
sebagai Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan
Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu,
pengaturan Kontrak Bagi Hasil, yang lebih lazim disebut dengan PSC, tunduk
pada UU Migas dan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No. 35
tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni.

Dalam pasal 11 ayat (1) UW«No, 22, Tahun 2001, disebutkan bahwa
Kegiatan Usaha Hulu, yang meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
dilaksanakan oleh'Badan Usaha atau Benfuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak
Kerja Sama dengan Badan Pelaksana. Hal ini berarti pelaksana dari PSC telah
beralih dari PERTAMINA kepada Badan Pelaksana yang ditetapkan dengan PP
No. 42 Tahun 2002 tentang pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Usahz Hulu
Minyak dan Gas Bumi atau yang disingkat deagan BP MIGAS.

Menyadari bahwa industri Minyak dan Gas Bumi merupakan industri yang
memerlukan permodalan yang cukup besar, resiko kegagalan yang. tinggi,
keahlian yang handal dan teknologi canggih, maka kerjasama yang berbentuk
PSC diakukan dengan  perusahaan — perusahaan yang dinilai memiliki
kemampuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perusahaannya kemudian
disebut sebagai Konfraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau Kontraktor
Production Sharing (KPS).

“ (1) Kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan
dikendalikan melalui Kontrak Kerja.Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal | angka 19.”
Pasal 5 angka 1 UU No. 22 Tahun 2001, menyatakan;
¥ Kegiatan ussha Minyak dan Gas Bumi terdir atas:
1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakun:
a.  Eksplorasi;
b. Eksploitasi.
Eksrlorasi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 UU No, 22 Tahun 2001, adaiah kegiatan yang
bertujuan memperoleh informasi mengenal kondisi geologl untde menemukan dan memperoleh
perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilmyah Kerja yang ditentukan,
Eksploitasi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 22 Tahun 2001, adalah rangkaian
kegiatan yang bertujuan uniuk menghasifian Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang
ditentukan, yang efrdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana
pengangkuian, penyimpanan, dan pengolahan unhik pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas
Bumi di lapangan serta keglatan lain yang mendulungnya.
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Seiring dengan meningkatmya harga Minyak dan Gas Bumi di Dunia pada
tahun 2008, setiap negara penghasil Migas dituntut untuk melaksanakan kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi berkesinambungan agar didapat hasil yang maksimal
untuk peningkatan produksi Migas. Sehingga tak pelak lagi, unsur Sumber Daya
Manusia (SDM) atau tenaga kerja dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang
cukup, dibutuhkan untuk menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas
tersebut.

Pemerintah Indonesia, pada akhir tahun2009, mencanangkan target untuk
meningkatkan produksi migas yang diharapkan mencapai 30% atau 1,3 juta bpod
(barrel of oil per day).®

Realisasi dan target produkst minvak = kondensat (barel}

|

2006 1,007 juta
2007 - 1,050 juta*
2008 1,088 juta*
2009 . . . _.1;300j0ta®

+ Target produkéi Migas. Data diolah oléh BEMIGAS.,.

Namun sebelum mencapai target tersebut pemerintah menghadapi
kenyataan pepurunan jumlah tenaga kerja untuk sektor tersebut. Berdasatkan data
yang dimiliki Dirjen Migas, tercatat angka 291.173 tenaga kerja dalam negeri di
tahun 2006 Bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja ‘sektor migas dalam
negeri pada_tahun 2005, (295.198) dan 2004, (295.507),angka tersebut jelas
mengalami penurunan, Ada beberapa hal yang menyebabkan masalah
ketenagakerjaan di sektor Migas yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi
Migas.’?

Hal-hal tersebut antara lain ketergantungan penggunaan tenaga kerja asing
(TKA) yang menguasai teknologi dan perrnodalan dan keterbatasan jumnlah tenaga

¥ hitp/fwwiv, portalhr, com/majalah/edisisebelumnys/rekruitmen/1id768.him), didownload tanggal
10 Juni 2008,

? id
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kerja nasional (TKN) Migas yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta
keahlian di bidang Migas. Selain itu ada juga masalah penciptaan tenaga kerja
Migas yang belum terstruktur dan fresk graduate yang tidak siap pakai.
Kesimpulannya adalah kebutuhan SDM Migas saat ini secara kualitas dan
kuantitas bisa dibilang kurang memadai. Sehingga proses rekrutmen di
perusahaan Migas pun tidak berjalan dengan baik.

Pemerintah menyadari perlu adanya regenerasi TKN di industri Migas
nasional. Oleh karena itu, di dalam Pasal 26 PP.No. 35 Tahun 2004, Pemerintah
mensyaratkan bahwa kontrak kerja sama (berbentuk PSC) wajib memuat paling
sedikit beberapa ketentuan pokok, diantaranya yaitu memuat pengutamaan
penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Agar didapat tenaga kerja nasional yang kompeten berkarya di bidang
migas, Pemerintah mensyaratkan para tenaga kerjanya untuk dapat dikelola.
Pemerintah melalui BPMIGAS memberikan kewenangan kepada KPS untuk
melaksanakan kebijakan yang bersifat operasional, sedangkan untuk kebijakan
yang berdampak pada hubungan industnial, KPS tetap memerlukan. persetujuan
BPMIGAS dan tunduk pada ketentan-ketentuan .yang diatur dalam Pedoman
Tata Kega No. 018/PTK/V/2005 tentang pengelolaan sumber daya manusia
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (disebut dengan KKKS/KPS).

Pengutamaan penggunaan TKN ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 82 ayat
(1) PP No. 35 Tahun 2004, yang mengatur bahwa dalam memenuhi kebutuhan
tenaga kerjanya, Kontraktor (KPS) wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja
warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja
setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan.

Namun, dengan adanya suasana kompetitif dalam produksi fm'gas saat ini,
untuk mendapatkan keuntungan (revenue) yang maksimal KPS berusaha untuk
mengefisienkan biaya produksi (production cosf). Altematif upaya untuk
melaksanakan efisiensi production cost adalah dengan mempekerjakan pekerja |
dalam jumlah minimal untuk memperoleh produksi yang maksimal. Oleh karena
itu, KPS memberikan perhatian utama pada pekerjaan yang menjadi bisnis inti
(core business) dan memberikan pekerjaan penunjang pada pihak lain. Praktik
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pelaksanaan sebagian pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan lain atau pihak
ketiga disebut dengan “Qutsourcing"."’

Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja Nasional dalam bisnis inti suatu KPS,
dipekerjakan dengan beberapa mekanisme. Mulai dari mempekerjakan pekerja
melalui suatu perusahaan Quisourcing, lumrah disebut sebagai pekerja kontrak
pihak ketiga (owufsource), kemudian mempekerjakan pekerja dengan sistem
kontrak untuk waktu tertentu berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) dan pekerja untuk waktu tidak tertentu berdasarkan Perjanjian Keria
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pelaksanaan outsourcing pada umumnya menimbulkan permasalahan bagi
pengusaha yang melaksanakan sistem oufsourcing ini, begitu juga dengan KPS
yang melaksanakan  owisourcing. Timbulnya permasalahan pada praktek
ouisourcing, disebabkan sementara belum tersedia perundang-undangan bidang
ketenagakegaan yang mengatur tentang hal tersebut. UU No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan tidak menyebut istilah oussourcing namun dalam
beberapas pasal- mengatur tentang pemborongan pekerjaan dan ‘penggunaan
pekerja/buruh melalui perusahaan jasa penyedia pekera/buruh yang akhimya
dikenal dengan sebutan ontsourcing dengan maksud:

s sebagai landasan hukum menyikapi praktek outsourcing;

o sebagai acuan menyelesaikan’ permasalahan yang timbul dilingkup

outsourcing.

Pelaksanaan’ outsourcing merupakan kebutuhan ‘dari kendisi saat ini,
contochnya adalah untuk. penghasil consumer goods yang .memberikan semua
bagian non-corenya kepada pihak lain. Outsourcing bukanlah hal baru yang
dipraktekkan tetapi merupakan' praktek vyang sudah dilakukan beberapa
perusahaan yang berhasil dalam effisiensi yang juga dicirikan dengan minimnya
masalah-masalah perburuhan. Outsourcing murni akan memberikan nilai tambah

1% Corporate Organization & Human Capital Development, Astra Human Resources Management
Manual hlm. 1, .

Corporate Organization & Human Capital Development memberikan definist “Outsourcing”
adalah penyerahan sebagian peleksanaen pekefjaan kepades perusshaan lein (perusahaan
outsourcing) melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedinan jasa pekerja yang dibuat
secara tertulis.
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dari lepasnya masalah hubungan industrial, remunerasi, benefits dan hal-hal lain
yang sifatnya melekat pada pekerja karena produk jasalah yang diambil dari sifat
kerjanya. Pengusaha beranggapan bahwa perubahan dari suatu kondisi yang telah
ada di suatu perusahaan menuju outsourcing merupakan langkah efisiensi yang
sangat strategis untuk kelancaran usaha yang ada pada saat ini''.

Pekerja yang mau dipekerjakan dengan status oufsource ini pun tidak
terlepas karena adanya filosofis bekerja yang ada, yaitu, Bekerja adalah
kebutuhan; bekerja adalah kebersamaan; bekera adalah tumpuan kesejahteraan
bagi seorang pekerja_dan  keluarganya; dan bekerja -adalah faktor untuk
mengentaskan kemiskinan. Dari hal-hal tersebut, mau-tidak mau pekerja
menerima status hubungan kerjanya dengan pengusaha. Oleh karena itu peran
pemerintah sebagai penghasil kebijakan, harus jeli terhadap permasalahan-
permasalahan outsourcing dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan
outsourcing yang ada.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul: "PENGATURAN
DAN PENGELOLAAN TENAGA KERJA NASIONAL  PADA
KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING MINYAK DAN GAS BUMT”.

B. FOKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:
1. Dimanakah diatur _mengenai pekerja yang dipekerjakan dengan
PKWTT,PKWT dan pekerja kontrak pihak ketiga serta pengelolaan
tenaga kerja nasional dengan berbagat status hubuagan kerja tersebut
dalam suatu KPS?
2. Apakah pelaksanaan . hubungan  kerja danm pengelolaan serta
- pengembangan tenaga kerja -masSional, sehubungan dengan status
pekerja outsource dan pekerja kontrak (PKWT), di suatu KPS telah
sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau  peraturan-peraturan

ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan industri migas yang berlaku?

Uhtrp:#/www.theoutsourcingonline.com, Gonjang Ganjing Tentang Pekerja Kontrak/Plowt Dan
Outsourcing, didownload tanggpal 18 Agustus 2008.
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3. Bagaimana pekerja yang dipekerjakan dengan sistem oufsourcing di
KPS dianggap dapat meminimalkan biaya produksi KPS?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan dan metode-metode pengelolaan tenapa
kerja nasional yang dilaksanakan oleh suatu KPS saat ini.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan hubungan kerja dan pengelolaan serta
vengembangan kompetensi tenaga kerja nasional, pekerja ouisource
dan pekerja kontrak (PKWT) di suatu KPS -berdasarkan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku secara umum
maupun khusus dalam industri migas.

3. Untuk mengetahui bagaimana pekerja outsource dapat meminimalkan
biaya produksi dalam suatu KPS,

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan ilmu hukum,
khususnya hukum ekonomi dan hukum perburuhan.

Z Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai
bahan perbandingan dalam penelitian serta memberikan masukan
kepada mahasiswa lainnya .

3. Diharapkan dapat: memberikan ide-ide dasar  dalam bentuk
pemikiran baru dalam hal pelaksanaan pengelolaan tenaga kerja
dalam bidang migas.di suatu KPS secara teoritis.

Kegunaan Praktis

L. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada
umumnya dan pejabat terkait pada khususnya yang membutuhkan
informasi sehubungan dengan pelaksanaan sistem perekrutan,
pengadaan dan pengelolaan tenaga kerja.
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2. Diharapkan dapat membernkan sumbangan pemikiran kepada
instansi terkait dan pemerintah dalam pengimplementasian hukum
perburuhan.

E. METODOLOGI PENELITIAN
i Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian dilakukan-melalui pengkajian terhadap
berbagai peraturan perundang-undangan yang  berlaku secara
umum meliputi seluruh perundang-undangan yang berkaitan
dengan hukum bisnis dan secara lebih spesifik peraturan
perundang-undangan dalam ruang lingkup Perburuhan dan migas;
dan penclitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan melalui
pengkajian data-data primer.

2. Bentuk penelitian

Bentuk analisis/pendekatan yang dilakukan adalah
deskriptif-analisis yaitu dengan memberikan gambaran sinkronisasi
antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
Perburuhan yaita UU ketenagakerjaan dan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang tenaga kerja dalam bidang migas
yaifu WU migas dan peraturan-peraturan pelaksananya, kemudian
dianalisis terhadap objek penelitian untuk mencari jawaban atas
permasalaban yang diungkapkan dalam pokok permasalshan.

3. Sumber Data
a. Data pnmer
Untuk pengumpulan data primer, yang antara lain
berupa Perjanjian-perjanjian Kerja di KPS, Penulis
menghimpun data dai BPMIGAS dan suatu KPS. KPS
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berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan tenaga
kerjanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan BPMIGAS.
Pelaksanaan pengelolaan serta pengadaan tenaga kerja dan
penentuan status pekega di KPS wajib tunduk pada
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dimana
sesuai dengan pokok permasalahan yang dibzhas dalam
penulisan tesis ini.
b. Data sekunder
untuk pengumpulan data sekunder dalam penulisan
Tesis ini, digunakan penelitian data kepustakaan yang
berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku
karangan ilmiah, surat kabar, artikel-artikel dari berbagai
penerbit dan internet yang erat kaitannya dengan masalah
ketenagakerjaan dalam ruang lingkup migas.
Data sekunder terdiri atas:
1) bahan hukum primer
yaifu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
kebijakan pemerintah dibidang Perburuhan dan
Migas, misalnya:
a). Undang-Undang Dasar 1945
b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
c). Undang-Undang.No. 22 ‘Tahun 2001 tentang
Minyak bumi dan Gas bumi.
d). Undang-Undang _No. 13 Tahun 2003 tentang
._ Ketenagakeljaan
e).  Peraturan -Pemerintah No. 35 Tahun 1994
tentang Syarat — syarat dan Pedoman Kerjasama
Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
f). Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Republik Indonesia
No.Kep.101/Men/V1/2004 Tehun 2004 tentang
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Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja/Buruh,

g). Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/V/2005
tentang pengelolaan sumber daya manusia
Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

2) bahan hukum sekunder
yaitu_bahan-bahan yang erat hubungannya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisa dengan jelas, dapat berupa buku-buku,
referensi-referensi, -artikel-artikel yang berkaitan
dengan hukum perburuhan, khususnya outsourcing.

4. Cara Pengumpulan Data
Penulis menggunakan cara studi kepustakaan untuk
memperoleh data dalam wsaka mencapai tujuan- penelitian.
Pengumpulan datardengan cara Studi Kepustakaan yaitu penulis
mengambil acuan dengan membaca  buku-buku, tulisan-tulisan,
peraturan-peraturan  dan PerUndang-Undangan yang berkaitan
dengan topik penulisan tesis,

5. Analisis Data
Terkait dengan penelitian yang dilakukan yang bersifat
deskriptif, maka analisis'data dilakukan secara kualitatif terhadap
data sckunder dan data primer yang diperoleh melalui studi
kepustakaan yang dikumpulkan dan diolah guna menemukan
jawaban atas perinasalahan yang diajukan penulis.

F. KERANGKA KONSEPSIONAL
Pengelolaan Tenaga Kerja Nasional Pada Kontraktor Production Sharing
Berdasarkan Peraturan-peraturan Industri Migas
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Pengelolaan tenaga kerja Nasional di suatu KPS dilaksanakan dengan
menyjuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja No.
018/PTK/V/2005 tentang pengelolaan sumber daya manusia Kontraktor Kontrak
Kega Sama dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan dalam bidang migas tidak diatur secara khusus, kecuali
mengenai beberapa ketentuan seperti jam atau waktu kerja dan walktu istirahat
pekerja di daerah tertentu, yang diatur dengan Kepmenakertrans No. 234 Tahun
2003 tentang Waktu Kerja dan Istirabat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber
Daya Mineral pada Daerah Tertentu (“Kepmen No. 234/2003”),

PTK No. 018/PTK/V/2005

Dalam melaksanakan kegiatannya, KPS turut bertanggung jawab. dalam
mengembangkan dan menungkatkan tenaga kerja/ Sumber daya manusia baik
yang berkaifan dengan proses rencana penggunaan tenaga kerja, pengembangan
tenaga kerja nasional serta hubungan industrial dan kesejahteraan.

Pedoman pengelolaan sumber daya manusia Kontraktor Kontrak Kerja
Sama benisi-tata-cara pengelolaan SDM KPS, baik yang berkaitan dengan proses
rencana penggunaan tenaga kerja, pengembanganstenaga kerja masional, serta
hubungan industrial dan kesejahteraan. Pedoman ini berfujuan untuk
mempercepat pengendalian. SDM nasional yang terlatih untuk mendukung usaha
hulu miryak dan gas bumi.'

Pengaturan Pelaksanaan Ouisourcing Pekerja dan PKWT Pada Kontraktor
Production Sharing

Ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan dalam  suatu KPS,  khususnya
mengenai pemenuhan kebutuhan jasa pekerja melalui pihak lain atau disebut
dengan Outsourcing ataupun dipekerjakan dengan PKWT, diatur dalam UU No.
13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Republik Indcnesia No.Kep.101/Men/V1/2004 Tahun 2004
tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh ("Kepmen
No. 101/2004™).

'2 Surat Keputusan Kepala BPMIGAS No. Kpts. 15/BP00000/2005/S8, tentang Pedoman
Pengelolean Sumber Daya Manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama
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Dalam bidang ketenagakerjaan, Outsourcing diartikan menjadi 2 (dua)
jenis, yaitu:™
1. Outsourcing Pekerjaan
Dalam QOutsourcing pekerjaan, yang dialihkan pada perusahaan
Outsourcing adalah proses bisnis atau pekerjaannya.
Untuk jenis Quisourcing ini, pelaksanaannya sesuai dengan konsep
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang diatur dalam pasal 1601
huruf b KUHPerdata;
“ Pemborongan pekerjaan adalah peganjian; dengan mana pihyak
yang satu si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan
suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan,
dengan menerima suatu harga yang ditentukan.”
2. Outsourcing Pekerja
Dalam Outsourcing jenis.ini, yang dialihkan adalah karyawannya.
Maksudnya, bahwa dalam suatu perusghaan, untuk bagian fungsi-
fungsi tertentu dikerjakan oleh: karyawan dan lvar-perusahaan,
dimana tenaga kerja tersebut terikat oleh hubungan kerja dengan
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
Pengaturan Outsourcing dalam UU No. 13 tahun 2003, diatur dalam pasal
64, 65 dan 66. Dasar pelaksanaan Oufsourcing adalah pasal 64 UU No. 13 Tahun
2003. Datam pasal 64 dinyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat menyerabkan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lainnya melalui - perjanjian _pemborongan
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara
tertulis.”

1 Wikipedia org memberikan definisi Oufsource yaitu : “outsourcing is subcontracting a process,
such as product design or manufacturing, to a third-party company. The decision to outsource is
ofien made in the interest of lowering firm costs, redirecting or conserving energy directed at the
competencies of a particular business, or to make more efficient use of labor, capital, technology
and resources.”. Dari definisi diales dapat ditejemahkan bahwa Oufsonurcing adalah pengalihan
aktivitas pekerjaan penunjang yang biasa dilakuken secara internal di perusahaan kepada pihak
pengelola jasa pekerjaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam menangani aktivitas
pekerjaan tersebut, yang dilakukan perusahaan sebegai bentuk pendekatan efekiifitas pengelolaan
biaya dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja

" Corporate Organization & Human Capital Development, Op,Cit., him. 5-6.
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Pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003 memuat beberapa ketentuan mengenai
Ouisourcing, antara lain:

1). penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat
secara tertulis (ayat 1);

2). pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, seperti yang dimaksud
dalam ayat (1) barus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; Dilakukan dengan
perintah - langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
Merupakan kegiatan penunjang perusabaan secara keseluruhan; Tidak
menghambat proses produksi secara langsung. (ayat 2) .

3). perusahaan lain (yang diserahkan pekerjaan) harus berbentuk badan
hukum (ayat 3); perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada
perusahaan lain sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat
kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan
perundangan (ayat 4);

4). hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian
tertulis antara perusahaan lain dan pekerja yang dipekerjakannya (ayat
6).

5). Hubungan kerja antara perusahaan lain dengan pekerja/buruh dapat
didasarkan,pada perjanjian kerja waktu tertentiatau. perjanjian kerja
waktu tidak tertentu (ayat-7);

6). Apabila beberapa syarat tidak terpenuhi, antara lain, syarat-syarat
mengenai pekerjaan vang diserahkan pada pibak lzin, dan syarat yang
menentukan bahwa perusahaan lain itu harus berbadan hukum, maka
hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa
tenaga kerja akan beralih menjadi hubuigan kerja antara pekerja/buruh
dengan perusahaan pemberi pekerjaan (ayat 8).

Pasal 66 UU No. 13 tahun ﬁ003 mengatur bahwa pekenja/buruh dari perusahaan
penyedia jasa temaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk
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melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan
proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi.”® Perusahaan penyedia jasa untuk tenaga kerja
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi juga harus memenuhi
beberapa persyaratan, antara lain:'®

a) adanya hubungan kerja antara pekerja dengav perusahaan penyedia
Jjasa tenaga kerja;

b) perjanjian kerja yang berlaku antara pekeria dan perusahaan penyedia
jasa tenaga kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau
tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua
belah pihak;

¢} perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan
yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh;

d) perjanjian anfara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis.

Selain itu juga diatur bahwa perusabaan Qufsourcing atau penyedia jasa
pekerja/buruh harus merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki
izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.'” Dalam hal
syarat-syarat diatas tidak terpenuhi (kecuali mcngenai ketentuan perlindungan
kesejahteraan), maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. '

Pengaturan pekerja yang dipekerjakan dengan PKWT pada KPS juga
tunduk pac_la pasal 59 UU No. 13 Tabhun 2003. Pasal ini mengatur antara lain,
bahwa:

13 Pasal 66 ayat (1) UU No.13 tehun 2003
16 pasal 66 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003
17 pasal 66 ayal (3) UU No.13 Tahun 2003

18 pasal 66 ayat (4) UU No,13 Tahun 2003
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1) PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis
dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu,
yaitu: (ayat 1)

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

¢. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk - tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.

(2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. (ayat
2).

(3) PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui. (ayat 3)

(4). PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan
untuk paling lama 2 (due) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu)
kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (ayat 4)

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang PKWT tersebut, paling
lama 7 (tujuh) hag scbelum PKWT bemakhir telah memberitahukan
maksudnya secara tertulis kepada pekegja/buruh yang bersangkutan.
ayat 5).

(6) Pembaruan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi masa
tenggang waktu 30 (tiga pulub).ban beraklumya PKWT yang lama,
pembaruan PKWT ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling
lama 2 (dua) tahun. (ayat 6)

(7) PKWT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat(5), dan ayat (6) maka demi hukum
menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
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G. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan suatu gambaran yang komprehensif, penulis
menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut; ’

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang penelitian,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian,

kerangka konsepsional, dan sistematika penulisan.

BAB IT Pengaturan Hubungan Kerja:Dan Outsourcing Dalam Peraturan
Ketenagakerjaan, bab ini membahas secara umum landasan-landasan teori
mengenai hubungan kerja, Quisourcing, PKWT, PKWTT dan dasar pelaksanaan
Outsourcing dan PKWT.

BAB III Pengaturan Dan Pengelolaan Tenaga Kerja Nasional Berdasarkan
Peraturan Industri Minyak Dan Gas Bumi, dalam bab ini dibahas mengenai
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK), mekanisme pengajuan RPTK kepada
BPMIGAS, pendayagunaan Tenaga Kerja Nasional (TKN) yang harus
dilaksanakan oleh KPS dan pengaturan tenaga kerja dengan status Oufsource,
PKWT dan PKWTT dalam industri Migas.

BAB 1V Pengaturan Hubungan Kerja Dan Pengelolaan Tenaga Kerja
Nasional Pada Kontrakter Production Sharing, bab ini merupakan deskripsi
pelaksanaan hubungan keria, mekanisme; pengadaan jasa pekerja atau proses
perekrutan pekerja, implementasi pekerja Outsource, PKWT dan PKWTT dalam
suatu pekerjaan, pekerjaan yang menjadi, bisnis inti dan. penunjang dari KPS,
tujuan implementasi QOutsourcing pada KPS;. pengelolaan.dan pengembangan
TKN oleh KPS, pengembangan terhadap pekerja Outsorce, pekerja PKWT dan
PKWTT dari suatu KPS. ’
BAB V Kesimpulan dan Saran, sebagai bab terakhir maka di dalamnya akan
dirumuskan secara singkat, padat dan jelas hal-hal apa saja yang dapat
disimpulkan dan juga saran dari hasil penelitian yang berhubungan dengan

perumusan masalah.
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BABII

PENGATURAN HUBUNGAN KERJA DAN OUTSOURCING DALAM
PERATURAN KETENAGAKERJAAN

A. Pengaturan Hubungan Kerja dalam Peraturan Ketenagakerjaan

Ruang lingkup ketenagakerjaan tidak sempit, terbatas dan
sederhana. Kenyataan dalam praktiknya, permasalahan perburuhan sangat
kompleks dan multidimensi. Dengan intervensi pemerintah yang sangat dalam
di bidang perburuhan, kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah
demikian luas, tidak hanya aspek hukum yang berhubungan dengan hubungan
kerja saja, tetapi sebelum dan sesudah hubungan kerja. Konsep ini secara jelas
diakomodir ‘dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan.

Dalam Pasa!l 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja-lah yang digunakan'’, diberikan
pengertian sebagai berikut:

“Tenaga kerja adalah seliap orang yang mampu

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau

jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

masyarakat.”

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menycbutkan bahwa Ketenapakerjaan. adalah hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada wakiu sebelum, selama dan sesudah
masa kerja. Berdasarkanpengertian Keténagakerjaan tersebut, dapat
dirumuskan pengertian Hukum |Ketenagakerjgan adalah semua peraturan
hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atan
dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Namun tidak mencakup
pengaturan:

*® Istilah tenaga kerja semula terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Teraga Kega
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= Swapekerja (kerja dengan tanggung jawab/risiko sendiri).
» Kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan.
= Kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi/perkumpulan.
Jadi, pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan
yang selama ini dikenal yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan
hubungan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja.
Hukum ketenagakerjaan menganut azas persamaan hak dan tidak
mengenal diskriminasi, tidak membedakan antara tenaga kerja pria dan
wanita, melainkan mempunyai kedudukan hak dam kewajiban yang sama
termasuk atas’ upah (untuk pekerjaan yang sama milainya). Hukum
ketenagakerjaan juga memberikan kebebasan bagi tiap tenapa kerja untuk
memilih danfatau pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya.
Disamping jaminan hidup yang layak, tenaga kerja juga menginginkan
kepuasan yang datangnya dan pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai untuk
mana ia mendapat penghargaan (punishment & reward mechanism) atas
usahanya tersebut. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan melalui Undang-
undang ketenagakerjaan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dar
Pengusaha dan pekerja baik sebelum, selama dan sesudah hubungan kerja.

1. Definisi Hubungan Kerja

Dalam svatu hubungan kerja, tenaga kerja perlu memperoleh
perlindungan dalam semua aspek, = temmasuk . perlindungan untuk
memperoleh pekegaan di dalam dan di luar negeri, perlindungan hak-hak
dasar pekerja, perlindungan. atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta
perlindungan upah dan jaminan sosial schingga menjamin rasa aman,
tenteram, tejaminnnya keadilan. serta terwujudnya kehidupan yang
sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi dan seimbang. QOleh karena itu,
perlu dijabarkan mengenai definisi dari hubungan kerja dan hal-hal yang
diatur dalam pelaksanaan hubungan kerja. Terdapat beberapa definisi
mengenai hubungan kerja, yaitu;
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a. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan
bahwa:

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang

mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

b. Dalam seminar ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PT
Astra International Tbk., dinyatakan bahwa:

“Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang timbul
antara pengusaha dan karyawan setelah adanya suatu
perjanjian sebelumnya diantara kedua belah pihak.
Karyawan menyatakan kesanggupannya untuk bekerja
pada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya,
pengusaha  menyatakan  kesanggupannya - untuk
mempekerjakan karyawan dengan membayar upah.”
Dengan demikian, hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan
karyawan merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat
hak dan kewajiban masing-masing pihakzo.

Dari definisi-definisi yang telah diberikan tersebut, hubungan kerja
sebagai bentuk hubungan hukum, lahir setelah adanya perjanjian kerja
antara pekerja dengan pengusaha. Materi atau substansi dari.perjanjian
kerja_yang dibuat-tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja
Bersama yang/ ada, demikian halnya dengan Peraturan Perusahaan,
substansinya tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama.

Di dalam hubungan kerja terdapat. tiga unsur yang saling melekat,
yaitu;

a. Pekerjaan

* Corporate Orgenization & Human Capital Development PT Astra International Tbk., “Buku
Manual Astra Human Resources Management”, {Makalah disampaikan pada “IR Conference”,
Jakarta), him. 86.
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Di dalam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu sesuai
perjanjian, oleh karenanya hubungan itu dinamakan hubungan
kerja.

b. Upah

Setiap hubungan kerja selalu menimbulkan hak dan kewajiban
diantara kedua belah pihak dengan berimbang. Dalam
hubungan kerja, upah merupakan salah satu unsur pokok yang
menandai adanya hubungan kerja. Pengusaha berkewajiban
membayar upah dan karyawan berhak atas upah dari pekerjaan
yang dilakukannya.

c. Perintah Kerja

Di dalam hubungan kerja harus ada unsur perintah yang artinya
salah satu pthak berhak memberikan perintah dan pihak yang
lain berkewajiban untuk melaksanakan perintat. Dalam hal ini,
pengusaha berhak memberikan perintah kepada karyawan dan
xaryawan berkewajiban mentaati perintah tersebut.

Karena di dalam hubungan Kerja sangat memperhatikan masalah
hak dan kewajiban antara pengusaha dan karyawan, maka diperlukan suatu
aturan tertulis yang akan menjadi acuan dan jaminan bagi kedua belah
pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Aturan tertulis tersebut
berupa peraturan hubungan Kerja di perusahaan yang memuat ketentuan-
ketentuan tentang syarat-syarat Kerja serta tata tertib perusahaan. Peraturan
ini diperlukan untuk menjaga terjaminnya hak dan kewajiban kedua belah
pihak. .

Dengan adanya peraturan dibarapkan akan diperoleh kepastian
adanya hak dan kewajiban. antara pengusaha dan karyawan, schingga
terdapat pedoman bagi masing-masing pihak dalam menunaikan tugasnya
sehari-hari. Peraturan hubungan kerja di suatu perusahaan dapat berupa

Universitas Indonesla

Pengaturan Dan..., Sekar Ayu Prabowowati, FH Ul, 2009



23

Peraturan Perusahaan®' atau Perjanjian Kerja Bersama®. Sedangkan untuk
peraturan bagi karyawan waktu tertentu, aturan yang termuat dalam
peraturan hubungan kerja di perusahaan juga terikat dalam suatu
perjanjian yang disebut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu
hubungan kerja. Dimana untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban
masing-masing pihak, yaitu pengusaha dan pekerja, hak dan kewajiban
tersebut diatur dalam suatu perjanjian kerja.

2, Pengaturan Perjanjian Kerja Dalam Hubungan Kerja Berdasarkan
Peraturan Ketenagakerjaan
Perjanjian kerja (arbeidsoverenkoms) merupakan dasar dart
hubungan kerja dan mempunyai beberapa definisi normatif.
Berdasarkan pasat 1601 a KUHPerdata, dinyatakan bahwa:

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak
kesatu (si buruh), mengikatkan /dirinya untuk di bawah
perintah pibhak vang lain, si majikan untuk suatu waktu
tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam
pasal 1 'angka 14 memberikan pengertian yaitu:

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja
atau buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memnat
syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

! Peraturan Perusahaan (PP) adalah peraiuran yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang
memuat syaral-syarat kerja dan tata tertib-perusshaan. Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan
ditujukan kepada perusahaan yang telah memiliki karyawan 10 (sepuiuh) orang atau iebih

PP biasanya dibuat oleh perusahaan karena belum adanya organisasi pekerja atau serikat pekerja di
perusahaan tersebut yang meminia untuk dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama Pada dzsarnya,
pembuatan dan penyusunan PP adalah wewenang dari Perusahaan

Z perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara
organisasi Pekerje alau serikal pekerja alau beberapa organisasi pekerja alau serikal pekerja yang
tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang keteanagkerjagn dengan pengusahs, atau
beberapa pengusaha atau perkumpulan pengussha yang memuat syarat-syaral kerja, hak dan
kewajiban kedua belah pihak.
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Dari definisi normatif yang diberikan tersebut, tampak bahwa ciri
khas dari perjanjian kerja adalah adanya hubungan antara pekerja dan
pengusaha yang bersifat sebagai hubungan bawahan dan atasan
(subordinasi). Pengusaha sebagai pihak yang lebih kuat atau tinggi secara
sosial-ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja’buruh yang
secara sosial-ekonomi mempunyai kedudukan lebih rendah untuk
melakukan pekerjaan tertentu. .Sedangkan pengertian perjanjian kerja
menurut Undang-undang ketenagakerjaan sifatnya lebih umum, tidak
menyebutkan perjanjian kerja itu lisan atau tertulis, demikian juga
mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak.

Perjanjian kerja mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pekerjaan
Salah satu syarat sah sebuah perjanjian, menurut Pasal 1320
KUHPerdata yaitu adanya objek perjanjian. Begitu pula halnya dalam
suatu perjanjian kerja harus ada suatu'objek perjanjian, yaitu pekegaan
yang diperjanjikan antara pekerja dan pengusaha. Dijelaskan dalam
pasal 1603 a KUHPerdata, bahwa pekerjaan tersebut harus dilakukan
sendiri oleh pekerja, hanya dengan scizin majikan seorang pekerja
dapat mengalihkan pekerjaannya tersebut kepada pihak lain.

b. Perintah kerja
Adanya unsur perintah dalam perjanjian kerja yang membedakan suatn
hubungan kerja auntara pekerja dan pengusaha dengan suatu hubungan
lain, misalnya hubungan antara dokter dengan pasiennya. Hubungan
antara dokfer dengan pasiennya bukan merupakan svatu hubunpgan
kerja, karena tidak’ ada unsur penintah ‘dalam hubungan tersebut.
Seorang dokter tidak tunduk pada perintah pasien. Dalam hubungan
kerja, - seorang pekerja yang diberikan pekerjaan oleh seorang
pengusaha, harus tunduk pada perintah pengusaha.

¢. Upah
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Tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk
memperolelt upah. Apabila tidak ada unsur upah, maka suatu
hubungan bukanlah merupakan hubungan kerja.

Dasar suatu perjanjian kerja dibuat antara pekerja dan pengusaha
harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang
nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu:

a. Kesepakatan kedua belah pihak

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keempat syarat terscbut merupakan syarat-syarat yang bersifat
kumulatif, artinya, agar suatt perjagjian kerja dapat dikatakan sah, harus
dipenuhi keempat syarat tersebut. Syarat kesepakatan kedua belah pihak
dan syarat kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat
perjanjian kerja disebut sebagai syarat subjektif Apabila syarat subjektif
ini tidak dipenvhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, pihak-pihak yang
memberikan persetujuan secara hidak bebzs, demikian juga oleh orang
tua/wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian
dapat meminta pembatalan perjanjian kepada hakim. Dengan demikian,
perjanjian tersebut nempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan
oleh hakim. Syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan syarat
pekerjaan yang diperjanjikan tersebut harus halal disebut sebagai syarat
objektif perjanjian, Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi, maka
perjanjian tersebut batal demi hukum, atinya dari semula perjanjian
tersebut dianggap tidak pernah ada.

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat suatu
perjanjian kerja, pengelompokan perjanjian kerja merupakan hal yang
tidak dapat dipisahkan pembahasaanya. Perjanjian kera dapat
dikelompokan dalam empat kelompok, yaitu berdasarkan bentuk
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perjanjian, status perjanjian, pelaksanaan pekerjaan dan jangka waktu
perjanjian >,
a. Berdasarkan Bentuk Perjanjian Kerja
Bentuk perjanjian kerja diatur dalam Pasal 51 ayat (1)
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa perjanjian
kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis. Secara normatif,
bentuk tertulis dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para
pihak. Sechingga apabilasterjadi perselisihan diantara para pihak,
melalui suatu perjanjian kerja yang tertulis dapat membantu proses
pembuktian, karena sesuai dengan pasal 54 Undang-undang No. 13
Tahun 2003 dalam perjanjian kerja yang tertulis dimuat minimal
keterangan:
1} nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2) nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja;
3) jabatan atau jenis pekerjaan;
4} tempat pekerjaan;
5)' besarnya upah dan cara pembayaran;
6) syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja;
7) mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
8) tempat dan tangpal perjanjian kerja dibuat;
9) tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
b. Berdasarkan Status Perjanjian Kerja
1) Perjanjian Kerja Tidak Tetap: .
a) Perjanjian kerja perseorangan (dengan masa percobaan
tiga bulan)
b) Perjanjian kerja harian lepas

2 Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-undang
No. 13 Tahun 2003, cet. 11, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), him, 58.
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Perjanjian ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-
100/Men/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan
perjanjian kerja waktu tertentu. Pekerjaan-pekerjaan
tertentu yang berubah-ubah volume dan waktu
pengerjaannya dapat dilakukan dengan perjanjian kerja
harian lepas. Tidak ada definisi mengenai perjanjian
kerja harian lepas.

Perjanjian kerja borongan

Perjanjian kerja borongan dilakukan atas pekerjaan
tertentu dengan upah berdasarkan volume pekerjaan.
Bila volume pekerjaan atas suatu pekerjaan tertentu
sudah terpenuhi, secara hukum hubungan keja akan
berakhir.

2) Penjanjian Kerja Tetap

Berdasarkan penjelasan pasal 59 ayat (20 Undang-undang

No. 13 Tabun 2003 mengenai pekerjaan tetap, didapatkan

definisi perjanjian kerja tetap adalah perjanjian kerja
antara pekega/buruh dan pengusaha untuk melakukan
suatu pekerjaan tertentu dimana pekerja‘/buruh menerima

upzh dan tanpa adanya pembatasan waktu tertentu, karena

Jenis pekerjaannya. menjadi bagian dari suatu proses

produksi dalam suatu perusahaan, bersifat terus menerus
dan tidak terputus-putus™.

c. Berdasarkan Pelaksanaan Pekerjaan

Berdasarkan Pasal 64-66 Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003, pengelompokan perjanjian kerja berdasarkan pelaksanaan
pekerjaan dibagi menjadi®’; '

* Ibid. hlm. 63.

® Ibid.
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1) Dilakukan sendiri oleh perusahaan

Yaitu untuk jenis-jenis kegiatan atau pekerjaan utama

(vital) yang tidak diserahkan pelaksanaan pekerjaannya

kepada perusahaan lain.

2) Diserahkan kepada perusahaan lain:
a) Perjanjian pemborongan pekerjaan; dan
b) Penyediaan jasa pekerja/buruh.

d. Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pegjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi
hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu
tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka
waktu berlakunya atau sclesainya pekerjaan tertentu, sebagaimana
janpka waktu suatu perjanjian kerja yang diatur dalam pasal 56
ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja yang
dibuat untuk waktu tertentu sering disebut dengan perjanjian kerja
kontrak. Sedangkan perjanjian keja yang dibuat untuk waktu tidak
tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap. Mengenai
status pekerja dari perjanjian kontrak dapat disebut dengan pekerja
tidak tetap atau pekerja kontrak, dan status pekerja dari perjanjian
kerja tetap status pekerjanya adalah pekerja tetap.
Selanjumya akan dibahas lebih dalam mengenai perjanjian kerja
untuk waktu tertentu:

3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
a. Pengaturan PerjanjianKerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang-
undang.No- 13 Tahua 2003,

Untuk memberikan kepastian pekerjaan bagi pekerja, pemerintah
mengatur jenis/sifat pekerjaan, jangka waktu berlakunya, syarat
perpanjangan dan syarat pembaruan perjanjian kerja untuk waktu tertentu
dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dengan adanaya Undang-undang ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk
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memberikan suatu pengaturan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja yang
mencerminkan adanya kesepakatan yang didasarkan atas musyawarah
untuk mufakat dalam rangka pengembangan dan pembinaan hubungan
industrial.

Perjanjian kerja dengan jangka waktu tidak tertentu atau tidak
dibatasi jangka waktunya lazimnya dibuat secara tertulis. Terutama
perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu, sesuai pasal 57 ayat 1
Undang-undang No. 13 Tahun 2003, harus dibuat secara tertulis.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal-hal
yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhimya perjanjian kerja.
Perjanjian yang dibuat secara tertulis ini dibuat | sekurang-kurangnya
rangkap 2 {dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, pekerja
dan penpusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Dalam
hal _perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha dibuat secara lisan,
maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang
bersangkutan. Hal ini diatur dengan pasal 63 ayat 1 Undang-undang No.
13 Tahun 2003.

Lingkup perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat
untuk pekerjaan terientu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya zkan selesai dalam waktu tertentu, yaitu®:

1) pekerjaan yang sekali selesai-atau yang sementara sifatnya,

2) pekerjaan yang-diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu

yang tidak terlalu lama dan paling Jama 3 (tiga) tahun;

3) pekerjaan yang bersifat musiman; atau

4) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan

baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan,

% Indonesia, Undang-undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39, Pasal 59 ayat
(1).
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Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa
perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan
yang bersifat tetap.
Pekerjaan yang bersifat tetap, dapat diberi pengertian adalah
pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi
waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu
perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan
musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi
tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus,
tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu
proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan
karena adanya suatu kondisi tertentu, maka pekerjaan tersebut merupakan
pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap schingga dapat
menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu’’.
Mengenai jangka waktu PKWT diatur dalam pasal 59 ayat (3)
Undang-undang No, 13 Tahun 2003, bahwa PKWT dapat diperpanjang
ataw diperbarui. Diperpanjang ialab melanjutkan hubungan kerja setelah
PKWT berakhir tanpa adanya pemutusan hubungan kerja. Sedangkan
pembaruan adalah melakukan hubungan kerja baru setelah PKWT pertama
berakhir melalui pemutusan hubungan kerja dengan tenggang waktu 30
(tiga puluh) hari. Jangka waktu PKWT diatur sebagai berikut:
1) Jangka waktu PKWT dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun
dan hanya boleh diperpanjang sekali untuk jangka waktu paling
lama satu tahun (pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomeor 13
Tahun 2003).

2) Pembaruan PKWT hanya dapat dilakukan satu kali dan paling
lama dua tahun (pasal 59 ayat (6) Undang-undang No. 13
Tahun 2003).

7! Ibid., Penjelasan pasal 59 ayat (2).
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Dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam PKWT,
secara ofomatis hubungan kerja berakhir demi hukum.

Perjanjian kegja untuk waktu tertentu dapat berubah menjadi
perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) apabila terdapat keadaan
sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang 13 Tahun
2003, sebagai berikut:

1) Diatur dalam pasal 57 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun

2003, PKWT yang.dibuat tidak tertulis, bertentangan dengan
pasal 57 ayat (1) Undang-undang No. 13- Tahun 2003.

2) Diatur dalam pasal 59 ayat (7) Undang-undang No. 13 Tahun
2003, PKWT yang dibuat yang tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan dalam pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5),
dan ayat (6) Undang-undang No: 13 Tahun 2003. PKWT
tersebut tidak memenuhi ketentuan lingkup pekerjaan’ yang
dapat dicakup PKWT, PKWT diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap, dan PKWT tersebut tidak memenuhi ketentuan
perpanjangan dan  pembaruans’ PKWT  serta tata cara
perpanjangan ataupun pembaruan PKWT.

Sesuai dengan pasal 58 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003,
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) tidak boleh mensyaratkan
adanya masa percobaan®®. Ketentuan yang tidak membolehkan adanya
masa percobaan dalam PKWT karena perjanjian kerja berlangsung relatif

# Lalu Husni, S.H.,, M. Hum memberikan definisi dari.masa percobaan adalgh masa atau waktu
untuk menilai kinerje dan kesungguban, keghlian seorang pekerja. Lama masa percobaan adalah 3
{tiga) bulan, dalam masa percobaan ini pengusaha dapat mengakbiri hubungan kerja secara
sepihak (ianpa izin dari pejabat yang berwenang). Sesuai pasal 60 ayat 2 Undang-undang No. 13
Tahun 2003, dalam masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum
yang berlakw

Dalam “IR Conference” Astra Intemationgl Tahun 2007, dijelaskan bahwa syaral masa percobaan
kerja harus dicantumkan dalem perjanjian kerja Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan,
maka syarat masa percobaan kerjs harus diberitahukan kepada pekerja yeng bersangkutan dan
dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja
ataupun surat pengangkalan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada
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singkat. Sedangkan sesnai pasal 60 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun
2003, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa
percobaan dibatasi hanya untuk jangka waktu maksimum selama 3 (tiga)
bulan.

b. Pengaturan Perjanjian Kerja Wakiu Tertenfu berdasarkan

Kepmenakertrans No. Kep. 100/Men/V1/2004
Selain diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahup 2003, perjanjian

kerja waktu tertentu diatur pula dalam Kepmenakerirans No. Kep.
100/Men/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjamjian kerja waktu
tertentu. Pengelompokan PKWT, berdasarkan Kepmenakertrans No. Kep.
100/Men/VI/2004, terdiri atas™:

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu untuk pekerjaan yang sckali
selesat atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama
tiga tahun.

a) Didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.
b) Untuk jangka waktu paling lama tiga tahun.
¢) Hubungan kerja putus demi hukum apab:la pekerjaan tertentu
dapat diselesaikan lebih cepat dar yang diperjanjikan.
d) Dapat dilakukan pembaruan:
= Apabila karena:dalam kondisi tertentu pekerjaan tersebut
belum diselesaikan; dan
= Setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak berakhimya perjanjian kerja.
e) Selama tenggang waktu tiga pulnh hari, secara hukum tidak ada
hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentn untuk pekerjaan yang bersifat

musiman,

2 Khakim, Abdul, ep.cit,, him. 68.
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a) Berlaku untuk pekerjaan yang pelaksanaannya bergantung pada
musim atau cuaca.

b) hanya untuk satu jenis pekerjaan tertentu.

c) Dapat juga dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat
untuk memenuhi pesanan atau target tertentu.

d) Tidak dapat dilakukan pembaruan untuk PKWT point a} dan c).

3) Perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang berhubungan
dengan produk baru,

a) Berlaku untuk pekerjaan yang berhubumgan dengan produk
baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam
percobaan atau penjajakan.

b) Jangka waktu paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang
untuk satu kali paling lama satu tahun.

c) Tidak dapat dilakukan pembaran.

d) Hanya boleh diberlakukan hagi pekerja/buruh yang melakukan
pekerjaan di luar kegiatan atau di luar pekerjaansyangibiasa
dilakukan perusahaan.

4) Perjanjian kerja harian lepas

a) Berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah
dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan
pada kehadiran.

b) Pekega/buruh bekerja.kurang dac 21 (dua puluh satu) hari
dalam sebulan.

c) Apabila pekerja/bunih bekerja-21 hari atau lebih selama 3
bulan berturut-turut, maka perjanjian keria harian lepas berubah
menjadi perjanjian kerja-untuk waktu tidak tertentu.

Perubahan PKWT menjadi PKWTT diatur pula dalam Pasal 15
Kepmenakertrans ini, dimana PKWT tersebut dibuat dengan keadzan
sebagai berikut:

1) PKWT tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin
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2) PKWT dilakukan untuk pekerjaan musiman dengan lebih dar dua
jenis pekerjaan pada musim tertentu.

3) PKWT yang diperbarui untuk pekerjaan yang berhubungan dengan
produk baru.

4) PKWT yang diperbarui namun tidak melalui masa tenggang waktu
30 (tiga puluh) han setelah perpanjangan PKWT dan tidak
diperjanjikan lain.

Ketentuan-ketentuan dalam suatu perjanjian kerja tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud tidak boleh
bertentangan disini, adalah apabila di perusahaan telah ada peraturan atau
perjanjian kerja bersama, maka isi perjanjian kerja baik kualitas maupun
kuantitas tidak boleh lebih rendah dan peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan®®,

Dalam suatu hubungan kerja yang diatur dengan perjanjian kerja
waktu tertentu, hubungan pengusaha dengan pekerja dapat dilakukan secara
langsung ataupun secara tidak langsung. Hubungan secara langsung dilakukan
pengusaha  dengan membuat PKWT yang ditandangani oleh pengusaha
dengan pekerja untuk mielaksanakan' svatu pekemjaan tanpa melalui pihak
ketiga atau pihak lain scbagai penyedia jasa tenaga kerja dengan memenubi
ketentuan-ketentuan PKWT seperti yang diatur dalam. Pasal 54-59 Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 Sedangkan hubungan secara tidak langsung
dilakukan pengusaha dengan membuat suatu, perjanjian untuk melaksanakan
sebagian pekerjean dengan suatu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja
dimana PKWT dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga
kerja.

Dari penjelasan tersebut, akan dibahas lebih lanjut mengenai
pengaturan hubungan kerja dengan PKWT yang dilakukan secara tidak

* Indonesia, op.cit, Penjelasan pasal 54 ayat (2).
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langsung dan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan

lain dalam pengaturan Quisourcing.

B. Pengaturan Outsourcing dalam Peraturan Ketenagakerjaan

Dalam era globalisasi dan tuntutan persaingan pasar saat ini,
pengusaha lebih menginginkan terciptanya suatu organisasi yang efektif
dengan jumiah pekerja tetap dengan jumiah seminimal mungkin tetapi
mendapat hasil yang seoptimal’ mungkin, Untuk itu, pengusaha hanya
menangani pekerjaan:yang menjadi bisnis/pekerjaanvinti (core business)
sedangkan pekerjaan penunjang (non-core business) dialihkan melalui suatu
kontrak -kepada jasa penunjang. Pengalihan atau penyerahan sebagian
pelaksanaan = pekerjaan. diperlukan untuk merubah struktural dalam
pengelolaan usaha depgan memperkecil rentang kendali manajemen, dengan
memangkas sedemikian rupa biaya produksi sehingga dapat menjadi lebih
efektif, efisien dan produktif serta perusahaan dapat menyesuaikan apa yang
menjadi tuntutan pasar.

Pelaksanaan oufsourcing tidak dapat dipandang secara jangka
pendek saja, dengan menggunakan owufsourcing perusahaan pasti akan
mengeluarkan dana lebih yang disebut dengan maragement fez untuk
perusahaan outsourcing. QOutsourcing harus dipandang secara jangka panjang,
pelaksanaannya juga harus berperan dalam hal pengembangan karir karyawan,
efisiensi dalam bidang tenaga kerja; organisasi, benefit. dan lainnya.
Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam’ bisnis schingpa
dapat berkompetisi dalam_pasar, -dimana .hal-hal intern perusahaan yang
bersifat penunjang (supporting) dialihkan Akepada pihak lain yang lebih
profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga meﬁjmbulkan beberapa
permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan.

Secara umum, tingkat oufsourcing di dunia dan juga di Indonesia
terus meningkat. Hasil survey yang dilakukan oleh tim Sharing Vision dan
hasil survey dan beberapa publikasi di luar negeri hampir sama, hanya
berbeda 2 %. Namun ternyata alasan utama untuk melakukan outsourcing di
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Indonesia dan di luar negeri berbeda. Selain untuk menciptakan efisiensi dan
efektifitas produksi, alasan utama untuk melakukan ouisourcing di Indonesia
adalah karena tidak adanya sumber daya yang mampu mengerjakan,
sementara di luar negeri alasan utamanya adalah untuk efisiensi biaya (yang
artinya sebetulnya internal perusahaan memiliki kemampuan akan tetapi lebih
mahal jika dikerjakan sendiri). Hal ini cukup mengkhawatirkan karena salah
satu prinsip darn outsourcing adalah kita tetap harus mampu mengendalikan

outsourcing ini>'.

1. Sejarah Quisonrcing

Gagasan awal berkembangnya ouisourcing adalah untuk membagi
risiko usaha dalam berbagai masalah, termasuk permasalahan
ketenagakerjaan, Pada tahap awal, oufsourcing bukanlah mempakan suatu
strategi bisnis. Pada tahun 1970 dan 1980, perusahaan menghadapi
persaingan global, dan mengalami kesulitan karena kurangnya persiapan
akibat struktur manajemen yang bengkak. Akibatnya risike.usaha,
termasuk risiko ketenagakerjaan pun, memingkat. Untuk meningkatkan
kreatifitas dan fleksibilitas, banyak perusahaan besar yang membuat
strategi. baru dengan berkonsentrasi pada bisnis inti, mengidentifikasi
proses yang kritikal, dan memutuskan hal-hal yang harus di-outsource.

Sekitar tahun 1990, outsourcing mulai_berperan sebagai jasa
pendukung. Tingginya persaingan telah menuntut manajemen perusahaan
untuk melakukan perhitungan pengurangan biaya..Perusahaan mulai
melakukan outsource terhadap funpsi-fungsi yang penbing bagi perusahaan
nar;mn tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan™.

Oursourc}‘ng pada awalnya merupakan istilah dalam dunia bisnis
untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja suatn perusahaan dengan

31

“Outsourcing di Indomesia”, <htip:/rahard. wordpress.com/2006/12/15/outsourcing-di-
indonesia-2007/>, 13 Maret 2008.

3 Husni, Laly, Pengantar Hukum Ketenagakerjoan Indonesia (edisi revisi), cetIl, (J akarla: Raja
Gmafindo Persada, 2008), him. 176-177.
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mendatangkan dari luar perusahaan. QOufsourcing merupakan bisnis
kemitraan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama, membuka
peluang bagi berdirinya perusahaan-perusahaan baru di bidang jasa tenaga
kerja serta efisiensi bagi dunia usaha.

2. Definisi dan Tujuan Quisourcing

Ada beberapa definisi mengenai outsourcing. Dari beberapa ahli

dan literatur memberikan pengertian oulsourcing adalah sebagai berikut:

a. Meaurut Rajagukguk, oufsourcing adalah hubungan kerja
dimana 'pekegja dipekerjaken di suatu perusahaan dengan
sistem kontrak, tetapi kontrak tersebut bukan diberiakn oleh
perusahaan pemberi kerja, melainkan oleh perusahaan
pengerah tenaga kerja®,

b. Maurice F.Greaver II, pada bukunya Strategic Outsourcing, A
Structured Approach to Outsourcing: Decisions and Initiatives,
menjabarkan definisi oufsourecing (alih daya) sebagai berikut:

“Strategic use of oufside parties to perform
activities; traditionally handled by internal staff and
respurces™ .
Menurut definisi Maurice Greaver, outsourcing (Alih Daya)
dipandang ‘sebagai tindakan mengalihkan beberapa akfivitas
perusahiaan dan hak penigambilan keputusannya kepada pihak
lain (outside provider), dimana tindakan ini terikat dalam suatu
kontrak kerjasama.

c. Beberapa pakar serta praktisi outsourcing (Alih Daya) dan
Indonesia, juga memberkan definisi mengenai ouisourcing,
antara lain menyebutkan bahwa outsourcing (Alih Daya) dalam

3 Khakim, Abdul, op.cir, him. 72.

* Mohd. Faiz, Pan, “QOUTSOURCING (ALIH DAYA) DAN PENGELOLAANTENAGA KERA
PADA PERUSAHA4AN:(Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
fentang Ketenagakerjaan)”, hlm.2,
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bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah
pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses

bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa outsourcing) .

. Outsourcing yaitu penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan

kepada perusahaan lain (Perusahaan OQutsourcing) melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja

yang dibuat secara tertulis®,

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, terdapat

persamaan dalam-memandang outsourcing (Alih-Daya) yaitu terdapat

penyerahan sebagian kegiatan perusahaan pada pihak lam.

hal®":

Terjadinya proses oufsourcing dapat disebabkan oleh beberapa

Upaya efisiensi yang dilakukan. Charles T. Fole mengatakan,
“Kiat_ berhemat ~adalah jangan mengerjakan _semuanya

sendirian”.

. Mengurangi panjang dan; kompleksnya rentang. kendali

manajemen usaha.
Political Will: Pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi
usaha kecil dan menengah.

. Ada jenis pekerjaan spesifik memerlukan penanganan khusus

oleh keahlian terteniu.
Bentuk hubungan dagang baru dengan sistem order.
Untuk menekan /fabor cost.

* Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja
den Transmigrasi
memborongkan satu bagian alau beberapa bagian kegiatan perusshaan yang tadinya dikelola
sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan.

yang mendefinisikan pengertian outsourcing (Alih Daya) sebagai

* Corporate Organization & Human Capital Development PT Astra International Tbk. Buku
Manual Asira Human Resources Managemeni-Outsourcing, (Makalah disampaikan pada “IR -
Conference”, Jakarta), him, 3,
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Atas dasar sebab-sebab tersebut, pekerjaan yang di-oufsource umumnya
adalah pekerjaan yang bersifat penunjang, yaitu kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan di juar usaha

pokok (non-core business).

OQutsourcing mengurangi kebutuhan investasi dana pada fungsi-
fungsi “di lmar” bisnis utama. Sehingga tujuan dan pelaksanaan
outsourcing adalah:

a. Perusahaan dapat fokus pada kegiatan utama.

b. Perusahaan dapat mengalihkan kegiatan penunjang perusahaan

kepada yang lebih ahli di bidangnya.

¢. Perusahaan dapat meminimalisasi risiko (risiko biaya
operasional, ketenagakerjaan)

d. Menggunakan sumber-sumber yang ada untuk aktifitas’ yang
lebih strategis. Qutsourcing memungkinkan perusahaan untuk
menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk bidang-bidang
kegiatan utam, yaitu hal yang paling dibutuhkannya.

€. Memungkinkan tersedianya dana modal.

Ditinjau dari segi pekerja, dengan adanya outsourcing diperlukan adanya
ketepasan Imbungan karja yang jelas sehingpa pemenuhan hak-hak pekerja
berdasarkan peraturan . perundang-undangan.. ketenagakerjaan  jelas
pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, harus ada landasan hukum yang

jelas menpenai “legalisasi™ oufsourcing.

3. Landasan Hukum dan Pelaksanaan Out.s'ox;rcing
Mengingat bisnis oufsourcing berkaitan erat 'dengan praktik
ketenagakerjaan, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan
ketenagakerjaan menjadi faktor penting dalam memacu perkembangan
outsourcing di Indonesia. “Legalisasi” pengpunaan jasa outsourcing baru
terjadi pada tahun 2003, yaitu dengan berlakunya Undang-undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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Berdasarkan definisi oufsourcing yang telah dijabarkan
sebelumnya, yaitu adanya pengalihan/penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lain, terdapat 2 (dwa) jenis outsourcing.
Pembagian dua jenis oufsourcing ini diatur dalam pasal 64 Undang-
undang No. 13 Tahun 2003, yaitu:

a. Qufsourcing Pekerjaan

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepadas perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Hal ini
disebut lebih lanjut dengan owutsourcing pekerjaan. Dalam
outsourcing pekerjaan, yang dialibkan pada perusahaan
outsourcing adalah proses bisnis atau pekerjaannya.

Untuk jenis outsourcing ini, pelaksanaannya sesuai dengan
KUHPerdata dan pasal 64 Undang-undang No. 13 Tahua 2003.
Disebutkan dalam pasal 1601 b KUHPerdata:

(13

Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian
denpan mana pihak yang satn si pemborong,
mengikatkan diri untuk menyelenggarakan: suatu
pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang
memborongkan, dengan menerima suatu harga
yang ditentukan”.

Tidak adanya pembatasan jenis pekerjaan yang dapat di-
oufsource-kan daltam KUHPerdata, maka diatur dalam pasal 65
ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah syarat-
syarat pekerjaan yang dapat diserahkan untuk dialihkan/di-
ouisource, yaitu.
1) Dﬂakukan secara-terpisah dan kepiatan utama;
2) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak
langsung dari pemberi pekerjaan;
3) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara
keseluruhan;
4) Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Universitas Indonesia

Pengaturan Dan..., Sekar Ayu Prabowowati, FH Ul, 2009



41

Oleh karena itu, didapatkan ciri-ciri oufsourcing pekerjaan
adalah:

1) Menitikberatkan pada hasil;

2) Proses diserahkan seluruhnya kepada perusahaan
outsourcing, sehingga semua kebutuhan perlengkapan
dan peralatan dalam rangka pekerjaan berasal dar
perusahaan outsourcing.

Perusahaan penérima pemborongan pekerjaan harus
berbentuk badan hukum. Apabila syarat-syarat pekerjaan dapat di-
outsource-kan dan bentuk perusahaan oufsourcing pekerjaan tidak
dipenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja dengan
perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan
kerja antara pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Hal ini
diatur dalam pasal 65 ayat(8) Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

Lebih lanjut mengenai outsoureing pekerjaan diatur dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-
220/Men/X/2004  tentang  Syarat-syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

b. Outsourcing Pekerja

Dalam outsourcingjenis ini, yang dialihkan adalah pekefanya.
Maksudnya, bahwa dalam suatu perusahaan, untuk bagian
funpsi-fungsi tertentu . dikerjakan oleh karyawan darn juar
perusahaan, dimana tenaga kerja tersebut terikat oleh hubungan
kerja  dengan _perusahaan. penyedia jasa tenaga kerja/
perusahaan oulsourcing.

Berdasarkan pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003,
diatur outsourcing pekerja sebagai berikut:

1) Pekega dari perusahaan penyedia jasa tenaga kepa
tersebut digunakan oleh pemberi kerja hanya untuk
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kegiatan jasa penunjang’® atau kegiatan yang tidak

berhubungan langsung dengan proses produksi.

Penyerahan pekerjaan dilaksanakan pemberi kerja

kepada perusahaan oufsourcing dengan perjanjian

penyedia jasa pekerja dan dibuat secara tertulis.

Penyedia jasa pekerja untuk kegiatan jasa penunjang

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Ada hubunpgan kerja antara perusahaan penyedia
Jjasa dengan pekerjanya.

b) Bentuk hubungan kerjanya PKWT atau PKWTT.
Maksudnya, perjanjian dibuat secara tertulis dan
ditandatangani perusahaan penyedia jasa tenaga
kerja dan pekerja melalui PKWT jika memenuhi
persyaratan pasal 59 Undang-undang No. 13 Tahun
2003 dan/atau PKWTT.

¢) Upah ‘dan kesejahbteraan, syarat-syarat. kerja dan
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab
perusahaan penyedia jasa.

d) Ada perjanjian tertulis antara perusahaan pengguna
Jjasa pekerja ‘dan perusahaan penyedia jasa pekerja
yang wajib ‘memuat pasal-pasal seperti  yang
dinyatakan dalam Undang-undang 13 Tahun 2003.

Penyedia jasa pekerja harus berbentuk badan hukum

dan memiliki izin dar instansi vang bertanggung jawab

di bidang ketenagakerjaan.

Apabila ketentuan-ketentuan dalam point 1), 2)a}, 2)b), 2)d)

dan 3) tidak dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa pekerja, maka

*% Dari penjelasan pasal 66 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003, kegiatan jass penunjang
adalah kegiatan di luar usaha pokok/bisnis inti (core business) suatu perusahaan, kegialan tersebut
antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning services), usaha penyediaan makanan bagi
pekerja (carering), usaha tenaga pengaman (security/satuan pengaman), usaha jasa penunjang di
bidang pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkulan pekerja.
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sesuai dengan pasal 66 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun
2003, demi hukum status hubungan kerja pekerja dengan
perusahaan penyedia jasa pekerja beralih menjadi hubungan kerja
antara pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

Mengenai penyediaan jasa pekerja diatur lebih lanjut dalam
Kepufusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-
101/Men/VL/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan
Penyedia fasa Pekerja.

Perusahaan harus dapat memutuskan penggunaan jenis
outsourcing berdasarkan cini-ciri pekerjaan yang akan dialihkan.
Ciri-ciri outsourcing pekerja:

1) Secara fisik, pekerjaan harus dilakukan ditempat

perusahaan pember kerja

2) Pengawasan perusahaan pemberi kerja dilakukan secara

langsung pada pekerja yang ditempatkan.

3) Proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan

standard perusahaan.

Dari dua jenis pelaksanaan oufsourcing, dapat disimpulkan bahwa
status hubungan kerja dalam outsourcing dapat dilakukan melalui
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja untuk
waktu tertentu jika memenuhi ketentuan pasal 59 Undang-undang No. 13
Tahun 2003:

Dalam Undang-undang /No. 13 Tahun 2003, tidak dijelaskan
pekerjaan yang tergolong dalam kegiatan utama:fbisnjs inti (core business)
suatu perusahaan, sehingga dalam. pelaksanaanya menjmbu-]kan ambigu
dan keraguan untuk membedakan kegiatan utama dan penunjang
perusahaan. '
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4. Manfaat Pelaksanaan Oufsourcing
Qutsourcing dapat menimbulkan berbagai manfaat bagi pihak-
pihak tertentu yang terkait dengan pelaksanaannya, yaitu®:
a. Bagi Pemerintah:

1) untuk mengembangkan & mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional;

2) sebagai pembinaan & pengembangan kegiatan koperasi &
UKM;

3) untuk mengurangi beban Pemerintah kota dalam penyediaan
fasilitas 'umum (transportasi, listrik, air & pelaksanaan
ketertiban umum).

b. Bagi Masyarakat & Pekerja:

1) untuk menunjang aktivitas industri di daerah yang akan
mendorong kegiatan . ekonomi penunjang dilingkungan
masyarakat (pasar, wammp, sewa rumah/kamar, transportasi
dll);

2) untuk mengembangkan infrastruktur sosial masyarakat, budaya
kerja, .disiplin & peningkatan kemampuan ekonomi;
Mengurangi pengangguran & mencegah terjadinya urbanisasi;
Meningkatkan kemampuan & budaya berusaha dilingkungan
masyarakat,

¢. Bagi Industri:

1) untuk mengurangi beban  keterbatasan ~lahan  untuk
pengembangan perusahaan di kawasan industri;

25 untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan produk
baru & pen&esuaian dengan perkembangan teknologi, sehingga
perusahaan dapat berkonseptrasi untuk mengembangkan
produk baru & teknologi; Produk yang sudah stabil &

* hitp//www.theoutsourcingonline.com, Gonjang Ganjing Tentang Pekerja Kontrak/Plow! Dan
Qutsourcing, didownload tanggal 18 Agustus 2008.
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menggunakan teknologi lama bisa dikembangkan di
perusahaan mitra (outsourcing);
3) untuk meningkatkan daya saing perusahaan dengan effisiensi

penggunaan fasilitas & teknologi yang berkembang pesat.

N2
> <
< s

LA >
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BAB III

PENGATURAN DAN PENGELOLAAN TENAGA KERJA NASIONAL
BERDASARKAN PERATURAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

A. Pengaturan Tenaga Kerja Nasional berdasarkan Peraturan Industri
Minyak dan Gas Bumi
Saat ini, sektor minyak dan gas bumi (migas) menyumbang sebesar
30% (tiga puluh persen) pendapatan Negara. Purnomo. Yusgiantoro, menteri
negara Energi dan Sumber Daya Mineral, menjelaskan jumlab penerimaan
negara dari sektor energi dan sumber daya mineral mencapai lebih kurang 78
(tujuh puluh delapan) milliar dollar amenka pada tahun 2003 namun memang,
dalam beberapa tahun ini terus berkurang seiring tingginya biaya produksi*®,
Pengelolaan operasi migas tidak pelak membutuhtkan biaya yang
besar karena kerumitan proses produksinya dan terbatasnya teknologi maupun
sumber daya manusia, terutama teknologi dan sumber daya manusia. yang
berasal dari dalam negeri. Untuk mengatasi hal tersebut, nepara sebagai
pemegang kekuasaan pertambangan memberikan wewenang pelaksanaan
pengusahaan pertambangan migas kepada sebuah perusahaan negara dalam
bentuk kuasa pertambangan. Melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1971
tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi  Negara,
PERTAMINA mempunyai kekuasaan pertambangan atas migas di Indonesia.
Permasalahan meodal, teknologi dan sumber daya manusia yang terbatas
disiasati negara dengan memperkenankan PERTAMINA untuk mengadakan
kerjasama dalam pengusahaan migas dengan pihak lain dalam bentuk
Production Sharing Contract (PSC).atau dapat disebut juga Konirak Bagi
Hasil. PSC lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun
1994 tentang Syarat — syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi.

0 “pendapatan Sektor Migas Melorot”, <htip://www.lipulané.com/news/?id=69338>, 1 Desember
2008.

46
Universitas Indonesia

Pengaturan Dan..., Sekar Ayu Prabowowati, FH Ul, 2009



4/

Seiring dengan adanya pembaharuan peraturan di bidang migas,
maka yang menjadi landasan hukum berlakunya Kontrak Bagi Hasil adalah
Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*'. Lebih
lanjut mengenai Kontrak Bagi Hasil ini diatur dalam Peraturan Pemerintah
No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 memberikan
definisi Kontrak Bagi Hasil adalah suate bentuk kontrak kerja sama dalam
kegiatan usaha hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

Kontrak Bagi ‘Hasil dilaksanakan hanya dalam kegiatan usaha
hulu®® dan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana, Hal ini berarti pelaksana dari
Kontrak Bagi Hasil telah beralih dari PERTAMINA kepada Badan Pelaksana
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang
pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
atau yang disingkat dengan BP MIGAS.

Ketentwan-ketentuan . pokok yang harus dimuwat dalam suatu
Kontrak -Bagi Hasil (atau kontrak kerja sama bentuk lain) diatur ‘dalam:pasal
11 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahum 2001, yaitu ketentuan-ketentuan

mengenai:

s penerimaan negara;

» Wilayah Kerja dan pengembaliannya;

e kewajiban pengeluaran dana;

¢ perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
» jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;

“

» penyelesaian perselisihan;

“! Dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi fidak terdapat definisi Kontrak Bagi Hasil
Dealam pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 yang didefinisikan adalah Kontrak
Kerja Sama Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain
dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploilasi yang lebih ienguntungkan nepara dan hasilnya
dipergunakan untiuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

*2 Kegiatan usaha hulu adalsh kegiatan usaha perminyakan yang bertumpu pada kegiatan usaha
eksplorasi dan eksploilasi.
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» kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan
dalam negeri;

¢ berakhirnya kontrak;

» kewajiban pascaoperasi pertambangan;

o keselamatan dan kesehatan kerja;

e pengelolaan lingkungan hidup;

¢ pengalihan hak dan kewajiban;

» pelaporan yang diperlukan;

¢ rencana pengembangan lapangan;

¢ penputamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;

* pengembangan masyarakat sekitamya dan jaminan hak-hak masyarakat
adat;

¢ pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Diterapkannya bentuk Kontrak Bagi Hasil dalam pengusahaan
migas adalah untuk adanya proses alih tekuoloi dari tenaga-tenaga ahli di
suatu perusahaan migas asing kepada tenaga kerja dalam negeri-atau tenaga
kerja nasional. Alih teknologi yang ada dalam Kontrak Bagi Hasil dituangkan
dalam klausula yang mengatur tentang penempatan dan pelatihan pegawai
Indonesia atau karyawan nasional. Pengertian penempatan adalah wnencakup
pengembangan karier dan pengertian pelatihan adalah mencakup aspek teoritis
dan praktis, sehingga proses aiih tekmologi tersebut terjadi.

Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia atau disebut
tenaga kerja nasiomal (TKN) ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 82 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No..:35 Tahun 2004, yang mengatur bahwa dalam
memenuhi kebutuhan tenapa kemjanya, Kontralktor (KPS) wajib
mengutamakan penggunaan fenaga kerja warga negara Indonesia dengan
memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar
kompetensi yang dipersyaratkan.
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Walaupun telah ada ketentuan Kontrak Bagi Hasil dan peraturan
perundang-undangan yang membatasi masuknya tenaga kerja asing (TKA),
namun tetap diperiukan sebuah pengawasan terhadap pelaksanaan klausula
penempatan dan pelatihan karyawan nasional oleh BPMIGAS dan
departemen-departemen terkait lainnya. Dalam penjelasan Pasal 42 huruf i
Undang-undang No. 22 Tahun 2001, mengatur bahwa BPMIGAS melakukan
pengawasan kepada Kontraktor Production Sharing (KPS) atas penggunaan
tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing dandalam penggunaan tenaga kerja
ataupun tenaga kerja asing harus memperhatikan prosedur yang berlaku dan
persyaratan sesuai dengan kebutuhan. Prosedur pengawasan yang dihasilkan
oleh BPMIGAS diatur dalam Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/V/2005
tentang pengelolaan sumber daya manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama
(disebut dengan KKKS/KPS) (selanjumya disebut "PTK No. 018") yang
direvisi-pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan Pedoman Tata Kerja No.
018/PTK/X/2008 ("PTK No. 018 Revisi I").

1.. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK)

BPMIGAS berperan sebagai pengawas dan pengendali tepmaga
kerja di lingkungan KPS berdasarkan kegiatan yang tertvang. di dalam
Rencana Kerja & Anggaran KPS! Sebelum sebnah rencana penggunaan
tenaga kerja disusun-oleh KPS, KPS menyusun rencana. kerja dan
anggaran tefiaga kerja (RKA), yaitu rencana kerja kegiatan pengelolaan
tenaga kerja yang dituangkan dalam bentuk rencana pengeluaran biaya di
setap KPS _yang merupakan dasar penyusunan Rencana Keja &
Anggaran (WP&B). Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian
tersebut, KPS harus membuat suatu rencana dalam mendayagunakan
tenaga kerja nasional maupun tenaga kerja asing yang dituangkan dalam
RPTK. RKA yang telah disetujui oleh BPMIGAS merupakan dasar dalam
penggunaan tenaga kerja, schingga setiap pengajuan RPTK dan ijin
penggunaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing, harus berdasarkan
pada RKA tersebut.
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Dalam Kketentuan umum PTK No. 018 Revisi I, dijabarkan
mengenai definisi dari RPTK ini. RPTK KPS (RPTK) adalah Rencana
Pengpunaan Tenaga Kera KPS, baik asing maupun nasional, yang
digunakan BPMIGAS di dalam melakukan pengendalian dan pengawasan
penggunaan dan penempatan tenaga kerja, yang merupakan bagian proses
formalitas penggunaan TKA ke Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi
(Depnakertrans), penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan
kegiatan operasi KPS, serta program-program pengembangan TKN
{(program suksesi dan penugasan ke luar neger).

Diperlukan | perhatian khusus dan KPS dalam membuat atau
mengisi suatu posisi dalam suatu RPTK adalah mengenai pengutamaan
tenaga kerja nasional, Beberapa mmacam RPTK, terdiri dan:

a. RPTK Reguler dibuat untuk dasar penggunaan TKA yang
melaksanakan kegiatan rutin dan menduduki posisi permanen
(established) dalam struktur organisasi KKKS atau jangka
waktu penggunaatnya lebih dari 12 bulan.

b. .RPTK Proyek merupakan bagian dari RPTK Repuler yang
penggunaannya berdasarkan kegiatan proyek yang tergambar di
dalam rencana kerja dan anggaran proyek di lnar dari anggaran
rutin personalia.

¢. RPTK Non Reguler dibuatiuntuk TKA yang melaksanakan
kegiatan operasional yang bersifat sementara dan jangka waktu
pengpunaannya sampai dengan 12 bulan.

d. RPTK Program-Pertukaran Pekerja Internasional dibuat untuk
menampung _program Job Swapping, TDEX (Technical
Development ~Exchange). RPTK Co-Operative Academic
education (Co-op)/praktek kerja dibuat untuk menampung
program pemagangan dari kantor pusat yang terkait dengan
kebijakan pemerintah.

RPTK KPS dibuat berdasarkan Rencana Kerja & Anggaran

(WP&B), AFE, dan POD dengan memperhatikan kepentingan operasional
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KPS, pembinaan dan pengembangan TKN, dan alih teknologi®. Setiap
rencana penggunaan TKA oleh suatu KPS harus diikuti dengan rencana
pengembangan TKN, begitu pula dengan setiap posisi TKA harus diikuti
dengan program transfer teknologi, baik melalui pendampingan dan/atau
memberikan pelatihan. Evaluasi dan monitoring penggunaan TKA akan
dilakukan dengan indikasi ada atau tidaknya transfer teknologi dari TKA
kepada TKN dengan menggunakan RPTKA kontrak jasa keahlian tenaga
kerja melalui pihak ketiga, adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
yang digunakan sebagai dasar evaluasi penggunaan tenaga kerja asing,
yang secara substansi merupakan penggunaan tenaga kerja asing melalui
kontrak jasa keahlian tenaga kerja dengan pihak ke tiga.

RPTKA kontrak jasa keahlian tenaga kerja asing melalui pihak
ketiga, disusun secara terpisah dengan RPTK KPS, yang menggambarkan
posisi-posisi tenaga kerja asing untuk melaksanakan kegiatan yang akan
dikontrakkan melalui kontrak jasa keahlian tenaga kerja (profesional)
dengan pihak ketiga. Tenaga kerja asing yang memiliki status kontrak jasa
keahlian tenaga kerja melalui pibalk ketiga, tidak dapat ditempatkan dalam
posisi RPTK KPS. Pengurusan ijin tenaga kerja asing ini tetap tunduk
pada Kepmenakertrans No. Kep-228/Men/f2003 tentang Tata Cara

* Definisi. WP&B, AFE dan POD; Berdasatkan buku manual Financial ‘Budgetrand
ReportingProcedures Manual of Production Sharing Contract, him 2-57.

WP & B (Work Program & Budger) adalah usulan rincian rencana kegialan dan anggaran tahunan
dengan mempertimbangkan tentang kondisi, komitmen, efektivilas dan efisiensi pengoperesian
Kontrak Bagi Hasil di suatu wilayah kontrak kerja.

WP & B dari suatu KPS periu mendapatkan perseiujuan BPMIGAS, danhanya dapal direvisi satu
kali.

AFE atau duthorization for Expenditure adalah alat mangjemen KPS dalam fungsi perencanaan
dan pengawasan keuangan. .

AFE dibuat agar BPMIGAS selaku pengawas operasional KPS dapat memperoleh informasi
lengkep mengenei kegiatan yang diusulkan KPS dan sebagai alat koniro] bagi BPMIGAS mulai
dari persiapan proyek, pemantauan operasional, serta penelitian pasca operasi.

POD atlau Plan of Development adalah Rencana pengembangan satu atau lebih lapangan migas
secara terpadu (infegrated) untuk mengembangkan atau memproduksikan cadangan hidrokarbon

secara optimal dengan mempertimbangkan aspek telmis, ekonomis dan keselamatan (Health,
Safety, Environment).
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Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kega Asing dan
Kepmenakertrans No. Kep-20/Men/I11/2004 tentapg Tata Cara
Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pada dasarnya RPTK diperlukan dengan tujuan:

a. Untuk menunjang kegiatan operasi migas KPS sesuai dengan rencana
kegiatan KPS yang tertuang di dalam WP&B, AFE, dan POD.

b. Sebagai bagian darl rencana strategi bisnis perusahaan dalam
pengelolaan SDM.

¢. Sebagai alat pengawasan atas penggunaan tenaga kerja agar efektif dan
efisien.

d. Optimalisasi pengpunaan TKA dalam rangka memberi kesempatan
kerja, pembinaan dan pengembangan TKN.

€. Sebagai dasar pengendalian dan pembebanan biaya.

Sebagai dasar dalam pengajuan permohonan Ijin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Penyampaian dokumen RPTK oleh KPS untuk dievaluasi oleh
BPMIGAS agar didapatkan persetujuannya berdasarkan anggaran (POD,
WP&B. atau AFE) dan justifikasi kbusus| lainnya, harus disampaikan
sesuai dengan waktu pengajuan RPTK, yaitu:

a. BagiKPS yang mempekerjakan TKA, RPTK Reguler dapat diajukan
selambat-lambatnya 4 bulan sebelum habis masa berlakunya. Bagi
KPS yang tidak mempekerjakan TKA RPTK dapat diajukan selambat-
lambatnya 1 bulan sebelum habis masa berlakunya.

b. RPTK Noﬁ Reguler (berikut IMTA) dapat diajukan bersamaan dengan
pengajuan AFE. Selanjilmya, persetujuan BPMIGAS dapat diberikan
dengan ketentuan pembebanan biaya operasi akan tergantung kepada
persetujuan AFE tersebut.

RPTK KPS dapat dibuat untuk periode maksimum 5 tahun sesuai
dengan pasal 3 ayat (2) Kepmenaker No.Kep 173/MEN/2000 tentang
Jangka Waktu RPTK. RPTK akan berlaku sepanjang KPS telah memiliki
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Rencana Kerja & Anggaran sesuai periode tahun pengajuan RPTK
Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan operasional
perusahaan/ KPS dalam meningkatkan jumlah produksi atau karena suatu
hal, dapat dilakukan perubahan terhadap RPTK. Perubahan RPTK ini
memerlukan persetujuan BPMIGAS, dan BPMIGAS akan menyetujui
suatu perubahan RPTK apabila dipenuhi suatu keadaan sebagai berikut:

a. Terjadi perubahan struktur, nama jabatan, periode penggunaan
atau penambahan jabatan TKA.

b. Terjadi reorganisasi/ restrukturisasi secara signifikan (3 layer
dari atas) di KPS.

c.| Terjadi perubahan mendasar pada rencana kegiatan yang
tertuang dalam WP&B, AFE, dan POD, atau pada komitmen
Operasi.

Apabila terjadi perubahan-perubahan selain yang disebutkan diatas,
perubahan-perubahan tersebut harus dilaporkan kepada BPMIGAS.

Ada beberapa ketentuan lain mengenai RPTK yang harus dpatuhi

oleh KPS, yaitu:

a. RPTK tidak dipersyaratkan bagi Warga Negara Asing yang
menggunakan Visa Kunjungan untuk keperluan di bawah ini,
dengan jangka waktu paling lama 60 hari:

1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara
Indonesia:

2) Mengikuti pelatihan singkat.

3) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual
beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang
atau produksi.

4) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak
bersifat komersil.

5) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah

mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Universitas Indonesia

Pengaturan Dan..., Sekar Ayu Prabowowati, FH Ul, 2009



24

6) Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat
komersial.

7) Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau
perwakilannya di Indonesia.

b. Bagi KPS yang mempunyai beberapa Kontrak Bagi Hasil,
namun dikelola oleh Operator (XPS) yang sama, RPTK dapat
diajukan sesuai dengan kontrak KPS atau dijadikan satu,
dengan adanya ketentuan mengenai pembebanan biaya yang
jelas, RPTK dari beberapa kontrak wilayah kerja KPS yang
dikelola oleh operator yang sama, pada prinsipnya, diproses ke
Depnakerirans dalam satu kesatuan. Apabila tefjadi perubahan
program kerja KPS, maka RPTK dapat direvisi untuk diajukan
kepada Depnakertrans.

2, Fengaturan Outsourcing, PKWT dan PKWTT dalam Industri Minyak
dan Gas Bumi
Pengaliban/penyerahan suatu pekerjaan kepada perusahaan lain
atau disebut dengan owutsourcing tidak diatur dengan sebuah peraturan
khusus dalam industri migas. Begitu pula dengan hubungan kerja yaog
diatur dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja
untuk waktu tidak tertemtu (PKWTT), tidak diatur dengan peraturam
khusus. Dalam pelaksanaan pekerjaan dengan mekanisme oufsourcing,
PKWT dan PKWTT, pelaku Industri migas, dalam hal ini KPS dan
pengawas pelaksana industri migas yaitu. BPMIGAS, tetap tunduk pada
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang diatur dengan
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan ;semua peraturan pelaksananya.
Selanjutnya, BPMIGAS akan berpedoman
Dengan karakteristik industri migas yang padat modal, berisiko
tinggi dan berteknologi tinggi, ada peraturan-peraturan pelaksana dalam
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditujukan bagi
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perusahaan-perusahaan yang bergerak dengan karakteristik industri migas
ini, yaitu:

a. Kepmen No. 233/Men/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekegaan
yang Dijalankan secara Terus Menerus.

Dalam Kepmen ini diatur bahwa pengusaha dapat
mempekerjakan pekerja pada haxi libur resmi untuk pekerjaan
yang menurut jenis dan sifamya harus dilaksanakan dan
dijalankan secara terus menerus, seperti penyediaan BBM dan
(Gas Bumi. Pelaksanaannya, dapat didasarkan pada kesepakatan
antara pengusaha dan pekerja.

b. Kepmen No. 234/Men/2003 tentang Waktu kerja dan Istirahat
pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada
Daerah Tertentu.

Kepmen ini mengatur.-bahwa perusahaan di bidang energi
dan sumber daya mineral, termasuk jasa penunjang, dapat
memilih dan menetapkan swaktu kerja sesuai, kebutuhan
perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1).

c. Kepmenaker No. Kep-27/Men/2000 tentang Program Santunan
Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi!

Apabila_terjadi, berakhimya kontrak, perusahaan pember
pekerjaan (KPS) sesuai dengan ketentnan yang ada di kontrak
kerja, melalui perusahaan penvedia jasa, akan membayar
pesangon PHK untuk semua pekerja outsource (dengan status
PKWT atsupus PKWIT) yang bekea di lokasi kerja
perusahaan pemberi kerja:

B. Pengelolaan Tenaga Kerja Nasional Industri Minyak dan Gas Bumi
Selain melaksanakan pengawasan terbadap penggunaan tenaga

kerja nasional maupun asing dalam svatu KPS, BPMIGAS tidak terlepas untuk
melakukan pengelolaan sumber daya manusia di suate KPS. Dalam melaksanakan
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pengelolaan sumber daya manusia di suatu KPS, BPMIGAS berpedoman pada
Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/V/2005 tentang pengelolaan sumber daya
manusia Kontraktor Kontrak Kerja Sama (disebut dengan KKKS/KPS) yang
direvisi pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan Pedoman Tata Kerja No.
018/PTK/X/2008 ("PTK No. 018 Revisi I").

Pengelolaan sumber daya manusia atau tenaga kerja khususnya tenaga keria

nasional dilaksanakan BPMIGAS dengan beberapa strategi sesuai blueprint
BPMIGAS 2005-2010, yaitu:

Melakukan Continous Improvement Initiatives dalam semua proses untuk
menurunkan biaya secara menyelunih.

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terpadu.

Mengendalikan penggunaan Sumber Daya Manusia KKKS secara
terstruktur dan terpola agar biaya TKIN bisa menjapai 75% dari total biaya
personnel dengan tetap memperhatikan Kaidah Cost-Berefit.

Mengevaluasi kelemahan  dalam Regulatory Framework (ketentuan
peraturan.  ketenagakerjaan) di Kegiatan Usaha Hulu Migas  serta
mendorong Pemerintah untuk memperbaikinya.

Mendorong dan mempercepat penyediaan n tebaga kerja nasional yang
terlatih untuk mendukung Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

1. Definisi Career Development Monitoring

Upaya pengelolaan tenaga kerja nasional yang bekerja pada suatu
KPS dalam pelaksanaannya dilakukan oleh KPS. Namun, pengelolaan
ini harus diawasi pelaksanaannya oleh BPMIGAS, dengan berpedoman
pada PTK No. 018 maupun PTK No. 018 Revisi I. melalui Career
Development Moniroring.

Dalam ketentuan umum PTK No. 018, diberikan definisi mengenai
Career Development Mon:‘lor;'ng (“CDM™) adalah monitoring berkala
antara BPMIGAS dengan KPS dalam rangka pembahasan mengenai
strategi pengelolaan pekerja KPS. Tujuan dari CDM ini bagi BPMIGAS
dan KPS adalah:
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a. Untuk meningkatkan upaya pengelolaan SDM KPS dan
produktifitas tenaga kerja.

b. Agar KPS dapat melaksanakan pengembangan tenaga kerja
nasional dan mendayagunakan tenaga kerja nasional dengan
optimal.

c. Agar BPMIGAS dapat melaksanakan pengawasan dan
pengendalian bidang ketepagakerjaan secara obyektif dan
konsisten serta mampu mendorong KPS untuk melaksanakan
pengembangan TKN secara profesinal agar dapat
meningkatkan kemampuan TKN dan kemampuan nasional
secara bersama.

Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan TKN di suatu KPS,
CDM mengacu pada data Rencana Kerja & Anggaran (WP&B), data
ketenagakerjaan di BPMIGAS, kegiatan operasional dengan BPMIGAS,
data-data pelaporan KPS, RPTK, realisasi penggunaan TKA dari hasil
monitoring BPMIGAS selama periode 1 (satu) tahun dann CDM
sebelumnya: CDM akan membahas perkembangan atau kemajuan serta
upaya-upaya KPS selama pesiode 1 (satu) tahun dari CDM sebelumnya
dan rencana pengelolaan SDM tahun yang akan datang. Dalam 1 (satu)
tahun, pembahasan CDM akan meliputi:

a, Rencana Kerja & Anggaran bidang ketenagakerjaan, untuk
diavalisa efisiensi-dan efektivitas penggunaan biaya tenaga
kerja dan produktifitas tenaga kerja KPS.

b. Pelaksanaan  Rekruitmen untuk  dianalisa  optimalisasi
pendayagunaan tenaga kerja sesuai kebutuhan operasi.

¢. Performance Management, uniuk dianalisa apakah dalam
pelaksanaan dilakukan mekanisme terstruktur dan secara
obyektif untuk seluruh pekerja baik TKN maupun TKA.

d. Program menforing wmtuk dianalisa, apakah transfer
kompetensi berjalan dengan baik, khususnya dari TKA kepada
TKN.
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e. Pendidikan dan pelatihan TKN, untuk dapat dianlisa apakah
program-program dilaksanakan secara efektif berdasarkan
perencanaan yang sistematis dan berdasarkan Training Need
Analysis.

f Penugasan TKN (internasionalisasi), yaitu pengiriman dan
penempatan TKN ke Ivar negeri yang memiliki standar
kompetensi internasional yang telah terseleksi serta terpilih
untuk ditempatkan pada suatu jabatan di perusahaan tersebut
atau perusahaan induk/anak perusahaan di luar negeri dengan
remunerasi global standard dan biaya program penugasan
TKN adalah menjadi beban perusahaan pengguna TKN di luar
negeri dan untuk menganalisa tingkat keberhasilan dalam
pengembangan kompetensi TKN.

g. Pertukaran pekerja internasional, untuk dapat dianalisa tingkat
keberhasilan dalam mendorong pengakuan internasional
terhadap kompetensi TKN.

h. Pelaksanaan Career Development Meefing internal KPS, untuk

dapat dianalisa apakah pengembangan kompetensi dan

pengembangan karir pekerja dilaksanakan secara obyektif.

Overseas On the Job Training TKN atau Job Assignment,

untuk dapat dianalisa kemampuan dan keberhasilan dalam

melaksanakan pengembangan potensi pekerja;

Pelaksanaan - Suksesi, untuk dapat  dianalisa keberhasilan

pengembangan karir dan optimalisasi pendayagunaan tenaga

kerja.

Perpanjangan masa kerja atau mempekerjakan kembali TKN

sebagai  indikator kegagalan rencana suksesi dan

pengembangan kompetensi.
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2. Pelaksanaan Career Development Monitoring
Pengelolaan sumberdaya manusia atau tenaga kerja nasional
dilaksanakan KPS sesuai dengan rencana kerja KPS dan
melaporkanperihal pelaksanaan pengelolaan kepada BPMIGAS.
BPMIGAS akan memonitor, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan
CDM.

Tahap pelaksanaan CDM adalah sebagai berikut:

a. CDM dilaksanakan smelalui pertemuan berkala, secara
terencang dan terpadu dengan jadwal setiap akhir tahun dan
pembahasan lanjutan jika diperlukan.

b.. KPS harus membuat laporan secara tertulis yang akan dibahas
di dalam rapat CDM. Laporan tersebut meliputi:

1) Rencana Kerja & Anggaran bidang ketenagakerjaan.
2) Strategi pembinaan dan pengembangan TKN secara
umum.
3) Realisasi dan Rencanapenerimaan pekerja.
4) Performance Management yang diterapkan
5) Mekanisme pencalonan pekerja dalam pengembangan
karir,
6) Realisasi-tahun berjalan-dan rencana tahun yang akan
datang dari:
a) Mentoring
b) Pendidikan dan pelatihan TKN
¢) Penugasan TKN (Internasionalisasi)
d) Pertukaran pekerja internasibnal (Swapping/
Tecnical Development Exchange). l
e) Overseas On the Job Training dalam negeri.

c. Realisasi suksesi TKA oleh TKN pada tahun sebelumna dan
rencana tahun yang akan datang. )

d. Realisasi dan rencana perpanjangan masa kerja/mempekerjakan
kembali pekerja yang telah purnakarya
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Penundaan dan percepatan suksesi TKA oleh TKN.

Hasil pembahasan pelaksanaan CDM akan ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang dari BPMIGAS dan KPS yang bersangkutan. Dari

hasil pembahasan inilah akan disusun suatu performance contract yaitu

penilaian terhadap pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil dalam pengelolaan sumber

daya manusia atau tenaga kerja nasionatl di suatu KPS.

Selain BPMIGAS, Direktorat Energi dan Sumber Daya Mineral
(DESDM) mempunyai ‘beberapa program yang telah direncanakan unfuk

mengelola _tenaga kerja sub-sektor migas, khususnya tenaga kerja nasional.

Adapun program-program yang dimaksud oleh DESDM adalah™;

a.
b.

k.

L.

Membuat blue print ketenagakerjaan sub-sektor migas.
Membuat sistem penegmbangan calon tenaga kerja indonesia
sub-sektor migas.

Sosialisasi pengembangan calon tenaga kerja sub-sektor migas.
Membuat program bimbingan teknis calon pekerja sub-sektor
migas yang bekerja sama dengan asosiasi.

Membuat sistem data’ base calon tenaga kerja sub-sektor
migas.

Menginformasikan TKN kepada stake /older.

Membuat pelatihan dan pengembangan calon, TKN di Pusdiklat
Cepu.

Merumuskan program pengembanagn TKN.

Membuat standar kompetenst.

Membuat program c;:oss culture bagi TKA yang bekerja di
sub-sektor migas.

Membuat standar penggajian TKN sesuai jabatan dan keahlian.
Program alih teknologi dari TKA kepada TKN, dil.

* Biro kepegawaian dan organisasi-Sekjen DESDM, “Kebijakan Ketenagakerjaan Sub-Sekior
Minyak dan Gas Bumi”, {Meakalah disampaiken dalam seminer tentang Kebijakan Umum
Ketenagakerjaan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, 26 Januari 2006), him. 15.
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BABIV

PENGATURAN HUBUNGAN KERJA DAN PENGELOLAAN TENAGA
KERJA NASIONAL PADA KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING

A. Pengaturan dan Pelaksanaan Hubungap Kerja pada Kontraktor
Production Sharing
Hubungan antara pengusaba dan pekerja berdasarkan suatu
perjanjian kerja yang memuat unsur pekerjaan, upah dan perintah merupakan
definisi dari hubungan kerja. Hubungan kerja pada Kontraktor Production
Sharing (KPS) nmbul karena didahului adanya suatu pekerjaan (job position)
dimana pelaksanaan atas pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang
kompeten untuk mengisi posisi atau melaksanakan pekerjaan yang vacant
tersebut. Posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang ada dalam suatu KPS telah
direncanakan sebelumnya, sesuai demgan kebutuhan operasional KPS,
kemudian ditnangkan dalam RPTK yang akan dievaluasi oleh BPMIGAS
berdasarkan WP&B, AFE dan POD yang telah disetujui BPMIGAS. Apabila
hasil evaluasi sesuai dengan anggaran-anggaran dan rencana kerja KPS, maka
BPMIGAS akan menyetujui RPTK yang diajukan KPS. Jadi, dapat dilikat
kebutuhan tenaga kerja suatu KPS dari RPTKnya,
Pengaturan kebufuhan tenaga kerja suatu KPS harus sesuai-dengan
RPTK, hal ini disebabkan oleh adanya salah satu prinsip pelaksanaan Kontrak
Bagi Hasil (PSC), yaitu. efisiensi-biaya produksi_migas. Hal ini. dilakukan
untuk menckan angka cost recovery® yang merupakan penggantian biaya
operasi dan suatu KPS untuk menghasitkan produksi (migas). Penggunaan
l tenaga kerja yang sesuai-dengan yang diatur dalam RPTK akan membantu
menyederhanakan proses pengawasan pengembalian biaya produksi tersebut,

% BPMIGAS mengungkapkan sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2006, angka cost recovery
mengalami kenaikan rata-rate enam persen per-ishun Namun, pada sisi pendapatan lerjadi
kenaiken antara 16% sampai dengan 22%.

Disampaikan oleh: Tim Buletin BPMIGAS, “Efisiensi Biaya, Tingkatan Penerimaan Negara”,
Buletin BPMIGAS, (Juni 2008): 4.
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BPMIGAS dapat mengacu pada RPTK dan anggaran-anggaran yang telah
disetujui. Setelah RPTK disetujui BPMIGAS, KPS dapat memulai suatu
hubungan kerja.

1. Proses Rekrutmen Tenaga Kerja pada Kontraktor Production Sharing
Tahapan hubungan kerja dimulai dengan adanya kebutuhan
perusahaan terhadap tenaga kerja, baik asing maupun nasional, sehingga
perusahaan melakukan proses.rekmutmen. Rekrutmen tenaga kerja
diutamakan bagi tenaga kerja nasional. Pada dasarmnya, proses rekrutmen di
KPS berpedoman pada PTK No. 018 maupun PTK No. 018 Revisi 1.
Adapun tujuan dan proses rekrutmen ini diatur dalam PTK No.
018 dan PTK No. 018 Revisi I, adalah:
a. Untuk menjaga kelangsungan operasi perusahaan.
b. Untuk pendayagunaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau
Tenaga Kerja Nasional (TKN) secara optimal.
c. Untuk memberi kesempatan pengembangan karir bagi pekerja
nasional yang potensial.
Hal ini_.dikarenakan, proses rekrutmen pada suatu. KPS
diutamakan diisi oleh calon yang telah direncanakan sesuai
rencana suksesi-dari dalam perusahaan. Hal ini dimaksudkan
untuk memberikan kesempatan pekerja yang potensial
mendapatkan pengémbangan karir dan ‘mendudukijabatan
kuncidi perusahaan:

Suatu KPS berwenang untuk melaksanakan proses rekrutinennya
sendin serta memutasi-pekerjanya, namun terdapat batasan-batasan yang
harus dipatuhi oleh KPS untuk melaksanakan rekmitmen/penerimaan
tenaga kerja, yaitu:

a. Rekrutmen pekerja, baik dari dalam maupun dari luar KPS atau

mutasi pekerja untuk jabatan Senior Manager, General
Manager, Vice President, Senior Vice President, President atau
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setingkat dengan jabatan-jabatan tersebut termasuk jabatan satu

level dibawah pimpinan tertinggi, memerlukan persetujuan

BPMIGAS.

b. Dalam hal rekrutmen TKN dari Inar perusahaan:

1) Mantan pekerja KPS yang telah memutuskan hubungan
keja dengan alasan mengundurkan diri sukarela,
purnakarya dipercepat, pemutusan hubungan kerja (PHK)
atas kesepakatan bersama (mutual agreement termination),
yang telah mendapatkan pembayaran hak pekerja karena
PHK sebesar ketentuan normatif atau paket/insentif khusus,
dapat ditenima di KPS/ operator lainnya dan KPS/operator
yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Apabila telah mendapatkan pembayaran hak pekerja
karena PHK dengan ketentuan normatif, dapat diterima
setelah 2 tahun keluar dari KPS/operator yang sama.

b) Apabila telah mendapatkan pembayaran hak pekerja
karena. PHK dengan ketentuan diatas hak normatif
dapat diterima setelah 1 tahun kelvar dani KPS/operator
yang sama.

Z) Relkautmen diatas usia purnakarya (56 tahun) untuk jabatan
tertinggi dapat dilakukan dengan ketentuan dipekerjakan
sampai dengan batas usia maksimal. 60.tahun, sedangkan
untuk jabatan Senior Manager, General Manager, Vice
President, Senior Vice President atau setingkat dengan
jabatan-jabatan’ tersebut termasuk jabatari satu  level
dibawah pimpinan tertinggi dapat dilakukan sampai dengan
batas usia maksimal 58 tahun.

3) Rekrutmen di atas usia purmakarya (56 tahun) untuk
pekerjaan yang dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu dilakukan sesuai dengan Peraturan
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Perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dan Peraturan

Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.

4) Dalam rapngka pendayagunaan TKN, KPS dapat melakukan
rekrutmen TKN untuk melaksanakan pekerjaan yang
bersifat proyek melalui perjanjian kerja waktu tertentu
atau kontrak jasa tenaga kerja dengan tarif sesuai kondisi
market regional dan berdasarkan pada peraturan
perundangan yang berlaku.

5) Pelaksanaan rekrutmen terhadap pekerja yang saat ini
memiliki status hubungan keja dii KPS agar
memperhatikan kaidah-kaidah:

a)  Proses rekrutmen harus dilakukan secara terstruktur,
profesional, wajar dan efis sehingga menghindari
pendekatan personal (poaching) dani calon pengguna

- (fine user) di perusahaan calon pemberi kerja secara
langsung kepada calon pekerja.

b) Selama proses rekrutmen;, calon pemberi kerja harus
melakukan komunikasi dengan fungsi SDM/HR di
KPS tempat calon pekerja tersebut aktif bekerja;
untuk - memastikan aktivitas kepindahan pekerja
tersebut tidak sampai menggangu kelancaran operasi
di perusahaan. tempatnya bekerja, menjaga etika
bisnis, dan dilaksanakan seswai dengan peraturan
perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.

c) Pz;ket total remunerasi yang akan ditawarkan agar
memperhatikan. internal “equity perusahaan dalam
batas skala upah dan struktur remunerasi yang saat ini
berlaku  sesuai  ketentuan dalam  Peraturan
Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.

d) Setiap pemberian tawaran insentif yang melebihi dari

pake: remunerasi standar (seperti signing bonus,
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lumpsum cash untuk menutup hutang perusahaan
asalnya, benefit jabatan yang tidak diatur dalam
Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama,
kompensasi past service years selama bekerja di
perusahaan asal, dsb) tidak dapat di bcbankan sebagai
biaya operasi KPS.

6) Masa kerja mantan pekerja di perusahaan/KPS yang telah
mendapatkan hak.pekerja karena PHK sesuai masa kerja di
perusahaan/KPS sebelumnya dan dirckrut kembali oleh
perusahaan/KPS = yang sama atan direkrut  oleh
perusahaan/KPS lain maka dihitung 0 (nol} tahun.

Untuk rekrutinen TKN yang berasal dari luar perusahaan,
pada pelaksanaannya, kandidat-kandidat dapat berasal dari
daftar pekerja dan penyedia jasa pekerja, daftar para peserta
yang pernah melaksanakan pemagangan di KPS yang
bersangkutan, rekrutrnen kampus, database Human Resources
Planning & Developmeni. Jika dari sumber-sumber tersebut
tidak kunjung diperoleh kandidat yang memadai, KPS dapat
mengiklankan posisi-posisi dan persyaratan tenaga kerja yang
dibutuhkan atau melalui jasa-jasa agen perckrutan tenaga kerja.

. Dalam hal "KPS melaksanakan rekrutmen TKN dari dalam
perusahaan, KPS bharus melaksanakan hal-hal sebagai berikut,
yaitn:

1) KPS diwajibkan untuk melaksanakan perencanaan karir
masing-masing ' pekegja (Mndividual Development Plan}
untuk pengembangan karir, mutasi dan persiapan rencana
suksesi.

2) Program-program pengembangan karir, mutasi dan suksesi
yang dilaksanakan oleh KPS harus dilakukan dengan cara
yang sistematis, terstruktur dan berdasarkan prinsip

profesionalisme.
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3) Setiap TKN KPS mendapat program pengembangan
kompetensi dan berdasarkan kompetensi yang dimiliki
harus didayagunakan pada posisi yang sesuwai dengan
prinsip persamaan perlakuan dengan TKA.

Dalam pelaksanaan proses rekrutmen setiap KPS yang akan
merekrut kembali mantan pekerjanya untuk dipekerjakan sebagai pekerja
waktu tidak tertentu, harus mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS,
sesuai dengan pengaturan/batasan PTK No. 018 ataupun PTK NO. 018
Revisi 1. Pengajuan permohonan untuk merekrut kembali mantan pekerja
harus diajukan dengan melengkapi persyaratan berikut:

a.. Menyampaikan justifikasi yang jelas tentang latar belakang

rekrutmen dilakukan.

b. Menyampaikan perencanaan suksesi untuk posisi terkait.

c. Membuat rencana ' mentoring berkala- untuk  transfer
pengetahuan dan keahlian kepada calon suksesor yang harus
dilakukan oleh pekerja yang direkrut tersebut.

Selain ketentuan-ketentuan dan pembatasan-pembatasan yang telah
dijelaskan diatas, ada ketentuan yang mengatur bahwa bagi imantan
pekerja KPS yang diterima di KPS lainnya, maka KPS penerima dapat
meminta referensi dari KPS sebelumnya atau BPMIGAS. Kemudian,
untuk setiap KPS yang akan merekmt pekema Indonesia yang sedang
bekerja di luar'negen, dapat melakukan proses relautmen secara normal
sesuai+dengan “RPTK.  yang  sudah - mendapatkan = persetujuan dan
BPMIGAS.

Proses rekrutmen tenaga kerja dapat dilaksanakan oleh KPS secara
Jangsung, yaitu KPS melaksanakan proses rekrutmen dengan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam PTK No. 018 dan PTK No. 018 Revisi I. KPS
dapat pula melaksanakan proses rekrutmen secara tidak langsung, yaitu

melalui suatu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
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2. Pelaksapaan Hubungan Kerja Pada Kegiatan Operasional Kontraktor
Production Sharing
Setelah proses rekrutmen dilaksanakan oleh XPS, hubungan kerja
antara pekerja dengan KPS dapat terjadi secara langsung maupun tidak
langsung,.

a. Hubungan secara langsung; dilakukan dengan membuat
perjanjian kerja yang ditandangani oleh pengusaha dengan
pekerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan tanpa melalui
pihak ketiga atau pihak lain sebagai penyedia jasa tenaga kerja.
Perjanjian kerja yang dibuat dapat berupa perjanjian kerja
waktu tertentu (PK'WT) atau perjanjian kegja untuk waktu tidak
tertentu (PKWTT). Untuk pekerja yang dipekerjakan dengan
PKWT maupun PKWTT akan memperoleh upah langsung dari
KPS,

b. Hubungan secara tidak langsung; dilakukan KPS untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan dengan membuat suatu
perjanjian atau kontrak kerjasama dengan suatu perusahaan
Jjasa pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa tenaga kerja.
Hubungan kerja terjadi antara pekerja dengan perusahaan jasa
pemborongan pekerjaan’atau dengan perusahaan penyedia jasa
tenaga kerja. Hubungan kerja tersebut juga didasarkan pada
perjanjian  kerja_.yang. dapat berbentuk PKWT maupun
PKWTT. Upah dari pekerja ini akan dibayarkan oleh KPS,
selaku pemberi kerja, secara tidak langsung melalui perusahaan
penyedia jasa tenaga keraja. Penyerahan pelaksanaz.l_n sebagian
pekerjaan yang dilakukan.oleh KPS kepada suatu perusahaan
jasa pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa tenaga kerja ini
disebut dengan outsourcing, sebagaimana didefinisikan oleh
AB. Susanto*®:

‘¢ AB. Susanto, The Jakarta Consulting Group, “Outsourcing Implementation™, (Lokakarya
“Outsourcing” group migas, Jakarta, 20 November 2000): him 7.
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“To divert a portion of work to a competent third
party but still in the organization's control in order
to be able to concentrate on main activities of
business by taking into consideration aspects of
investment, risk and efficiency.”
Dari hasil wawancara, ada beberapa status pekerja untuk mengisi
posisi atau jabatan suatu pekerjaan dalam snatu KPS, yaitu meliputi:
a. Pekerja Tetap
pekerja yang dipekegakan dengan PKWTT untuk
melaksanakan suatu pekerjaan yang mana posisi pekerjaannya
bersifat permanen dan tercatat di RPTK yang telah disetujui
oleh BPMIGAS.
b. Pekerja Direct Contract
pekerja yang dipekerjakan langsung oleh KPS untuk
melaksanakan  suatu peke:jéan berdasarkan PKWT untuk
jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Posisi pekerjaan daa
pekerja direct contract ini belam diatur di RPTK. Sehingga,
seiring kebutuhan perusahaan terhadap pekerja dan perbaruan
RPTK, apabila posisi pekerjaannya menjadi dicatat dalam
RPTK dan disetujui oleh BPMIGAS, pekerja direct contract
yang bersangkutan dengan ditunjang hasil evaluasi atas
pekerjaan sebelumnya, dapat diangkat menjadi pekerja tetap.
¢. Pekerja Kontrak Pihak Ketiga (hird party contract worker)
pekerja yang dipekerjakan -oleh perusahaan penyedia jasa
pekerja untuk melaksanakan suatu pekegaan di  KPS.
Pengalihan pekerjaan kepada ‘pekerja kontrak pihak ketiga,
disebut dengan ouisourcing iaekexja.
Pekerja kontrak pihak ketiga akan melaksanakan pekerjaan
KPS yang bersifat proyek dan posisi pekerja tidak tercatat di
RPTK. Diberikan definisi, proyek adalah suatu pekegjaan yang
sifatnya tidak berkelanjutan atau hanya sesekali diperlukan.
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Kegiatan utama KPS dapat dilihat dari proses bisnisnya, dimana
proses bisnis KPS dimulai dari masa eksplorasi, dilanjutkan dengan proses
pengembangan sumur yang dilakukan dengan tahap pengeboran atau
workover, proses produksi sumur dan terakhir adalah proses penjualan
hasil produksi. Ada beberapa posisi pekerjaan yang melaksanakan
kegiatan pokok KPS tersebut, seperti Gegphysicist, Geologist, Drilling
Engineer, Production, Reservoir and Muaintenance Engineer, Commercial,
Shipping specialist, dll.

Dalam pelaksanaan operasional KPS;. terdapat pekerja kontrak
pihak ketiga melaksanakan pekerjaan yang bukan merupakan jasa
penunjang, sesuai definisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dari KPS
yang bersangkutan. Terdapat pula pekerja dengan status direct contract
melaksanakan pekerjaan yang bersifat bukan sementara. Pekena direct
coniract tersebut menduduki posisi pekerjaan yang ‘sifat pekerjaannya
tidak sesuai seperti yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 yang mengatur lingkup perjanjian kerja untuk waktu
tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jemnis
dan sifat atau kepiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu,
yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifamya;

b, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu

yang tidak terlalu Jama dan paling lama 3 (figa) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman, atau

d: pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan

baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.

3. Pelaksanaan Outsourcing Pada Kontraktor Production Sharing
Dari definisi Qufsourcing diatas, KPS melaksanakan penyerahan

sebagian pekerjaan kepada pihak lain atau melaksanakan outsourcing,
bertujuan untuk:
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a. Dapat fokus kepada kegiatan utama dengan mengalihkan

sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain yang mempunyai

keahlian khusus dalam bidang tertentu.

b. Mengurangi misiko, mengurangi kompleksitas administrasi,

tidak perlu mengeluarkan investasi yang bukan kebutuhan

utama atau kebutuhan permanen.

c. Menggunakan sumber daya ahli yang tidak tersedia “internal”,

dan dapat menggunakan/menyewa fechical expertise yang
selalu "globally” up-dated.

Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa ditinjau dan segi pengusaha

atau KPS dalam hal ini, adanya pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa

tenaga kerja menguntungkan bagi pengusaha. Disebut menguntungkan

karena terdapat biaya-biaya yang dapat dipangkas melalui pelaksanaan

outsourcing pekerjaan maupun penggunaan outsourcing pekerja. Dari

dokumen penelitian diperoleh analisis data perbandingan keuntungan yang

didapat KPS dengan mempekerjakan pekerja kontrak pihak kefiga dengan

pekerja tetap dan pekerja direct coniract untuk meminimalkan biaya
operasi; adalah untuk sebagai berikut:

hubupngan kerja.

No. Pekerja tetap Pekerja direct Pekerja kontrak
contract pihak ketiga
1 Fasilitas . keschatan | Fasilitas Fasilitas 'kesehatan
ditanggung kesehatan, berupa | ditanggung  oleh
sepenuhnya oleh | tunjangan perusahaan
KPS. kesehatan sebesar | penyedia jasa
Rp. = 250.000,00 | pekerja/perusahaan
dan asuransi | outsourcing.
kesenatan
diberikan  oleh
KPS.
2, Adanya  kepastian | Adanya kepastian | Tidak ada kepastian

hubungan  kegja
dalam waktu
tertentu.

hubungan kerja
antara pekerja
dengan KPS.
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Ada cost of transfer | Tidak ada cost of | Tidak ada cost of
technology iransfer iransfer technology
technology
Ada biaya | Biaya Tidak ada biaya
pengembangan pengembangan pengembangan
kompetensi pekerja. | kompetensi kompetensi pekerja.
pekerja  dibatasi
jumlahnya.
Fasilitas Tidak ada fasilitas | Tidak ada fasilitas
kesejahteraan pekerja | kesejahteraan kesejahteraan
lainnya, seperti loan, | pekerja lainnya. | pekerja lainnya.
dll diberikan oleh
KPS.

Menyoroti soal tidak ada biaya yang disediakan bagi pekerja
kontrak pihak ketiga dalam suatu perjanjian kerjasama autara KPS dengan
perusahaan penyedia tenaga kera untuk pengelolaan pengembanpan
kompetensi pekerja, hal ini. disebabkan karena pekerja kontrak pihak
ketiga dipekerjakan dengan mempunyai kemampuan yang lebih daripada
pekerja tetap maupun pekerja direct contract. Hal inipun, mau tidak mau
berdampak pada produktivitas KPS. Pekerja kontrak pihak ketiga harus
menghasilkan produktivitas pekerjaan yang sama dengan pekerja tetap dan
pekerja direct confract, namun ditunjang dengan fasilitas-fasilitas ‘dan
kesempatan pengembangan kompetensi yang berbeda yang didapat oleh
pekerja kontrak pihak ketiga.

Dari tujuan pelaksanaan Quisourcing yang sudah terlebih dahulu
dijelaskan diatas; outsourcing dilaksanakan mtuk memperoleh:

s A4 core-of business efficiency
Dengan lebih fokusnya KPS dalam menangani kegiatan
utama dari KPS, akan menimbulkan efisiensi.

»  An efficiency of organizational )
Dengan demikian suatu KPS tidak perlu mempunyai
organisasi yang besar dengan jumlah tenaga kerja yang
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banyak. Meminimalkan jumlah tenaga kerja dengan status
pekerja tetap dianggap oleh KPS dapat meminimalkan
biaya produksi/ ongkos operasional.

v Length of work eficiency
Lama dari suatu pekerjaan yang bersifat proyek dapat
diperkirakan, sehingga biaya mempekerjakan pekerja
kontrak pihak ketiga dapat diestimasikan dan dilakukan
efisiensi terhadapnya.

»  Cosl of labour efficiency
Permasalaban ketenagakerjaan dapat dieleminer dengan
adanya perusahaan lain yang menangani pekerjaan yang
dialihkan, dinava hubungan kerja pekerja kontrak pihak
ketiga langsung ditangani pemborong atau penyedia jasa
tenaga kerja.

Outsourcing dilaksanakan KPS dengan tetap tunduk pada
Kepmenakertrans No. Kep-220/Men/X/2004 tentang Syarat-syarat
Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain, yaitu®:

a. Perusahzan pemberi pekerjaan (KPS) wajib membuat alur

kegiatan proses pclaksanaan pekerjaan

b. Berdasarkan alur ' kepiatan proses  pelaksanaan pekerjaan,

perusahaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan
penunjang

¢.. Perusahaan melaporkan kepada instansi yang bertanggung

Jjawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

Namun, sama haln}a dengan pekerja direct coniract, dalam
operasional KPS, beberapa 'pekerja kc;nu'ak pihak ketiga terkadang
melaksanakan pekerjaan atau kegiatan utama KPS atau kegiatan yang
berhubungan langsung dengan proses eksplorasi dan produksi KPS. Hal
tersebut tidak sesuai dengan pasal 66 Undang-undang No. 13 Tahun 2003,

‘" Indonesia, Keputusan Menterf Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia,
Kepmenakerirans No. Kep-220/Men/X/2004, Pasal 6 ayat (2) & (3).
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yang mengatur outsourcing pekerja bahwa pekerja dari perusahaan
penyedia jasa tenaga kerja digunakan oleh pemberi kerja hanya untuk
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi®,

Sehingga, KPS menghadapi beberapa permasalahan o:ussourcing
yang terjadi di lapangan/ wilayah kerja KPS, yaitu®:

a. Di beberapa KPS, pekerja kontrak pihak ketiga menuntut untuk

dipekerjakan langsungoleh KPS,

b. Pekerja kontrak pihak ketiga menuntut kenaikan upah kepada
KPS.

c.. Perusahaan jasa men-sub-confraci-kan pekerjaan yang telah
diberikan oleh KPS kepada pihak lain, sehingga berakibat
berkurangnya upah yang diterima pekerja kontrak pihak ketiga.

d. Apabila ada konflik ketenagakerjaan dengan perusahaan
penyedia jasa tenaga kerja, pekerja kontrak pihak ketiga ini
kerap kali melakukan pemogokan yang menghambat operasi
KPS.

Untuk mengatasi  permasalahan-permasalahan  tersebut, - KPS
berkesimpulan, bahiwa dalam kontrak kerjasama antara KPS dengan suati
perusahaan jasa pemborongar: pekerjaan ataupun dengan perusahaan jasa
penyedia pekerga harus mengatur secara jelas, antara lain:

a. jangka waktu kontrak;

b. jenis pekerjaan, persyaratan jabatan dan perincian tugas;

c.” ketentuan tentang remunerasi, seperti upah pokok, tunjangan

tetap/tidak tetap (apabila ada), dan kebijakan kesejahteraan
(masalah akomodasi dan makan yang disediakan, dll)
d. tempat mobilisasi dan demobilisasi pekerja kontrak pihak
' ketiga yang didatangkan dari luar wilayah kerja;

*® Indonesia, Undang-undang Ketenagakerjaan, UU No, 13 Tahun 2003, LN No. 39, Pasal 66 ayal

1),
S’ Rini Ichram, EMP Kangean, “Outsourcing Implementation”, (HR Sharing Series In-House
Workshop, 20 Mei 2006, Jakartay, him. 17,
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e. syarat-syarat kerja yang dikehendaki oleh pemberi pekerjaan,
yang mutlak dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa (MCU,
pakaian seragam, dll.)

f. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan: istirahat
tahunan, lembur, jamsostek, pajak penghasilan, dll.

g. Aturan khusus pembayaran THR;

h. konflik ketenagakerjaan yang timbul sepenuhnya menjadi
tanggung jawab perusahaan penyedia jasa;

i. kewajiban menerima pekerja dari perusahaan penyedia jasa
pekerja sebelumnya;

. akibat wanprestasi;

k. ada atau tidak adanya penyesuaian upah yang dikaitkan dengan
kenaikan upah minimum, atau penilaian kinetja;

. Formula atau besaran uang pesangon yang-akan dibayar oleh
KPS kepada perusahaan penyedia jasa pekerja;

m. ketentuan tentang training, dil!

B. Pengelolaan Tenaga Kerja Nasional pada Kontraktor Production Sharing

Pengelolaan dan pengembangan TKN di KPS bermula dam snatu
proses identifikasi kompetensi seorang pekerja/ TKN di dalam posisi tertentu.
Pengelolaan dan pengembangan kompetensi TKN disebabkan oleh adanya gap
atau perbedaan antara persyaratan yang dibufuhkan dalam suatu posisi dengan
aktual profil kompetensi (competency profile) suatu pekerja. Selain hal tersebut,
pengelolaan dan pengembangan TKN dapat terjadi apabila ada perkembangan
teknis ataupun fteori terbaru dar suate ilmu yang memaksa pekerja yang
bersangkutan untuk meningkatkan kompetensinya.

Sesuai dengan amanat Kontrak Bagi Hasil antara KPS dengan
negara Indonesia yang diwakili oleh BPMIGAS, KPS mengelola dan
mengembangkan para TKN dengan beberapa jenis atau metode pengelolaan dan
pengembangan tenaga kerja, seperti mengikut sertakan TKN dalam pendidikan
dan pelatthan, Job rotation, mentoring, dan lain-lain. Beberapa program

Universitas Indonesia

Pengaturan Dan..., Sekar Ayu Prabowowati, FH Ul, 2009



pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja yang diatur dalam PTK No. 018
adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pelatihan.

Program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja meliputi program
In-House, Public Course, Komite kerjasama diklat antar KPS
BPMIGAS (KKSD), Pendidikan formal dan Akamigas/STEM
merupakan pendidikan berjenjang dploma 1 sampai dploma 3 yang
dilaksanakan oleh PPT Migas Cepu untuk meningkatkan kompetensi
akademis pekerja KPS.

2 Mentdring

Mentoring adalah proses pengembangan TKN melalui feaching,

coaching dan counselling terhadap satu orang TKN atau lebih yang
dituangkan dalam suatu program yang resmi dan terstruktur.
Setiap KPS wajib untuk melaksanakan program pengembangan TKN
metcde mentoring. Metode mentoring ini mewajibkan setiap TKA. dan
TKN yang memiliki kompetensi unggul, khususaya TKA, untuk
melaksanakan feaching, coaching dan couselling kepada TKN yang
membutuhkan mentoring dalam rangka alih teknologi.

Selain alih teknologi TKA kepada TKN, tujuan dari adanya
program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi teknis dan non-
teknis TKN.Tujuan dan pelaksanaan mentoring diawasi dan
dievaluasi oleh BPMIGAS.

Beberapa ketentuan dalam melaksanakan mentoring, adalah:

1) KPS memilih dan menetapkan pasangan TKA dan TKN \yang
akan memberikan mentoring dan menerima mentoring sesuai
dengan RPTK.

2) TKA dengan ijin bekerja minimal 1 (satu) tahun wajib

melaksanakan mentoring.
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3) Setiap TKN yang ditetapkan untuk mengikuti mentoring harus

dimonitor terus menerus oleh KPS dan memiliki perencanaan

karir yang jelas.

Dalam pelaksanaan menforing, pemberi dan penerima menforing

harus menetapkan sasaran kompetensi yang akan ditransfer dalam
“Kontrak Mentoring”. Kontrak mentoring ini diberitahukan kepada
atasan langsung dan/atau kepala departemen yang bersangkutan serta

departemen SDM. Pelaksana mentoring diwajibkan untuk membuat

laporan hasil evaluasi pelaksanaan mentoring dimana evaluasi program

mentoring ini akan dibahas dalam pertemuan intermal Career
Development Meeting (CDM) antara KPS dengan BPMIGAS.
3. Pengembangan Karir Internasional.

KPS diwajibkan untuk melakukan perencanaan, seleksi dan

evaluasi atas posist TKA ‘dan’ calon TKN unfuk program

pengembangan  kanr  intermasional setiap tahun. Program

pengembangan karir intemasional terdiri dari:

1) Program job swapping (perfukaran pekerja internasional)

2)

3

adalah program pertukaran TKN dengan TKA dalam rangka
mendorong kantor pusat KPS untuk memberikan pengakuan
kemampuan TKN, sehingga TKN tersebut dapat dipekerjakan
di kantor pusat/afiliasi di !uvar negeri dengan memberikan
kesempatan TK A bekeria pada KPS di Indonesia.

Technical  Development  Exchange =~ adalah - program
pengembangan TKN .- di luar negeri melalui pertukaran TKA
dengan TKN dala;ll rangka meningkatkan Xkompetensi di
bidang teknis bagi junior staff -yang merupakan bagian dari
pengembangan kantor pusat.

Job Assignment/ Overseas On the Jon Training adalah program
pengembangan TKN di luar negeri dalam rangka memenuhi
competency requirement untuk pengembangan karir TKI yang
memmiliki standar internasional.
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4) Internasionalisasi adalah pengakuan kemampuan TKN untuk
bekerja di kantor pusat/afiliasi di luar negeri sesuai kompetensi
yang dimiliki sebagai “Global Employee”.

KPS mempunyai wewenang untuk menentukan calon TKN yang

akan mengikuti program pengembangan karir internasional dan

BPMIGAS yang akan memberikan persetujuan terhadap

pelaksanaan program dan calon TKN yang akan mengikuti

program ini. BPMIGAS mengawasi pelaksanaan dari program ini
untuk mencapai’ tujuan adanya program pengembangan karir
internasional, yaitu:

1) Untuk memberikan kesempatau bagi TKN untuk mendapatkan
pengalaman  kerja  intemasional ‘dan  mempercepat
pengembangan  profesinalisme ~TKN dengan harapan
menimbulkan unsur kepercayaan dari kantor pusat KPS dalam
penempatan TKN pada jabatan-jabatan strategis.

2) Untuk meningkatkan komptensi teknis TKN sesuai depgan
standar internasional.

3) Untuk menunjang program suksesi dan TKA kepada TKN.

Terdapat beberapa ketentuan dalam setiap program pengembangan

karir intemasional ini, yaitu;

1) untuk Job Swapping:

a) .semua biaya yang timbul merupakan beban perusahaan
penerima.

b) Jabatan di luar negeri dalam rangka job swapping
adalah setara dengan bobot kerja yang sama, biaya yang
seimbang, serta dapat dilaksanakan pada fungsi dan
jabatan yang berbeda.

c) Pelaksanaan program ini dilakukan dengan jangka
waktu yang relatif sama dan dimulai dengan waktu

yang sama.
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d) Bagan perencanaan penggunaan TKA program job
swapping dibuat secara terpisah dengan program
penggunaan TKA reguler.

e) TKN yang telah menyelesaikan program job swapping,
apabila kembali ke Indonesia, minimal menduduki
Jjabatan yang setara atau dipindahkan pada jabatan yang
lebih tinggi sesuai dengan keahliannya.

f) Jangka waktu program maksimal 2 tahun

2) Untuk Technical Development Exchange:

a) semua biaya yang timbul dapat dibebankan pad abiaya
operasi KPS.

b) TKA vyangh dikirimkan ke ' Indonesia memiliki
kemampuan teknis untuk diterapkan dan melakukan
shared knowledge kepada TKN.

c) Bagan perencanaan penggunaan TKA program imi
dibuat secara ‘terpisah dengan program penggunaan
TKA reguler.

d) TKN. yang telah menyelesaikan program  Zechnical
Development Exchange harus mendapatkan program
pengembangan Karir yang sesuai.

e) Jangka waktu program maksimuvm 2 tahun.

3) Untuk Job Assignment/ Overseas on the Job Training:

a) semua biaya yang timbul dapat dibebankan pada biaya
operasi KPS,

b) TKN yang telah menyelesaikan program Job
Assignment/ Overseas on the Job Training harus
mendapatkan program pengembangan karir yang sesuai.

¢) Jangka waktu program maksimum 2 tahun.

4) Untuk program Internasionalisasi:
a) semua biaya yang timbul dibebeankan pada perusahaan

penerima.
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b) TKN yang menjalani Internasionalisasi mendapat
pengakuan sebagai “Global Employee” yang diarahkan
dapat menduduki posisi strategis di KPS.

Pada proses akhimya, KPS melakukan evaluasi terhadap
program pengembangan karir internasional yang telah
dilaksanakan dan melaporkan kepada BPMIGAS untuk dibahas

dalam Career Development Monitoring.

Oleh suatu KPS; bagi tenaga kerja yang berasal dari perusahaan
penyedia jasa pekerja ' (oufsource), pengelolaan dan pengembangan
kompetensinya tidak diberikan kesempatan yang sama bagi pekerja yang
dipekerjakan bukan melaini perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Hal ini
disebabkan bahwa seorang pekerja outsource yang dipekerjakan KPS adalah
seorang pekerja yang telah memenuhi profil kompetensi yang dibutuhkan KPS.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil penjabaran mengenai pengaturan dan pengelolaan tenaga
kerja nasional pada Kontraktor Production Sharing (KPS) minyak dan gas
bumi, dapat disimpuikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tenaga kerja nasional ‘dalam industri minyak dan gas bumi
(migas) di Indonesia, termasuk pengaturan PKWT, PKWTT dan
outsourcing; diatur dan tetap tunduk pada peraturan-peraturan
ketenagakerjaan yang berlaku, seperti Undang-undang No. 13 Tahun 2003
tentang Kketenagakerjaan, dll. Peraturan ketenagakerjaan dalam industri
migas antara lain diatur dalam peraturan-peraturan pelaksana dalam
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ditujukan - bagi
perusahaan-perusahaan yang bergerak dengan karakteristik industri migas
ini, yaitu:

a. Kepmen No. 233/Men/f2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan
yang Dijalankan secara Terus Menerus.
b. Kepmen No. 234/Men/2003 tentang Waktu kerja dan Istirahat
pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada
Daerah Tertentu.
c. Kepmenaker No. Kep-27/Men/2000 tentang Program Santunan
Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi.
Ketentuan pengutamaan tenaga\ kerja nasional dalam mengelola suatu
wilayah kerja migas tertuang dalam Kontrak ‘bagi hasil yang disepakati
oleh KPS dengan BPMIGAS. Oleh karepa itu, KPS diwajibkan untuk
mentaati setiap peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan dan
pengembangan tepaga kerja nasional. Pengaturan pengelolaan dan
pengembangan tenaga kerja nasional yang bekerja pada Kontraktor
Production Sharing diatur lebih lanjut dalam Pedoman Tata Kerja No.
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018/PTK/V/2005 tentang pengelolaan sumber daya manusia Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (disebut dengan KKKS/KPS) (selanjumya disebut
"PTK No. 018”) yang direvisi pada tanggal 20 Oktober 2008 dengan
Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/X/2008 ("PTK No. 018 Revisi [).
. Dalam pelaksanaan proses eksplorasi dan produksi migas KPS, masih ada
pelaksanaan hubungan kerja yang belum sesuai dengan Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksananya, dimana masih terdapat
pekerja kontrak dengan status PKWT untuk melaksanakan pekerjaan yang
jenis dan sifat-sifat dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan pasal 59
ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Demikian halnya dengan
status pekerja kontrak pihak ketiga (#hird party contract worker) yang
merupakan pekerja perusahaan penyedia jasa pekerja, dipekerjakan untuk
melaksanakan pekerjaan utama KPS yang bergerak dalam bidang hulu,
yaitu proses eksplorasi dan. eksploitasi produksi Hal 'ini .dapat
menghambat kegiatan operasional dan proses produksi suatu KPS apabila
terjadi konflik ketenagakerjaan. Kebutuhan KPS terhadap pekerja, baik
tenaga kerja asing maupun tenaga kerja nasional, dan pengelolaan serta
pengembangan kompetensi tenaga kerja nasionzl dalam KPS harus
direncanakan secara bailk dan workable dalam Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja (RPTK) yang perlu mendapat persetuyjuan BPMIGAS
sebelum dilaksanakan oleh KPS.
Mempekerjakan pekerja melalui suatu perusahaan.outsourcing/ pekerja
outsource dapat menghasilkan produktivitas bagi KPS dan meminimnalkan
biaya produksi karena, beberapa faktor berikut, antara lain:
a. tidak disediakannya fasilitas kesehatan pekerja outsource oleh KPS.
b. tidak disediakannya biaya. tramsfer of ftechnology dan biaya
pengembangan kompetensi pekerja outsource oleh KPS,
c. tidak disediakannya fasilitas kesejahteraan pekerja lainnya kepada
pekerja outsource sebagaimana yang diberikan KPS kepada pekerja
tetap ataupun pekerja direct contract.
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B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan kepada KPS dalam
pelaksanaan hubungan kerja maupun pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja
nasional yang bekerja di KPS, adalah sebagai berikut;

1. Pekerja kontrak pihak ketiga diberikan kesempatan yang sama dalam
mendapatkan program pendidikan dan pelatihan, selama pekerja
tersebut masih bekerja dalam posisi pekerjaan utama KPS atau
pekeriaan-pekerjaan yang.berhubungan langsung dengan proses
produksi KPS. Dalam kontrak kerjasama . antara KPS dengan
perusahaan penyedia jasa pekerja (oufsourcer) perlu ada anggaran
yang ditujukan untuk pelatihan atau pendidikan pekerja kontrak pihak
ketiga, yang akan dihitung sebagai total nilai kontrak kerjasama
tersebut.

2. Perlu adanya profil kompetensi yang dapat mengidentifikasi benar-
benar kebutuhan zser atas suatu job position sehingga proses penilaian
kompetensi pekerja yang melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat
tetap dapat dilaksanakan melalui masa percobaan dalam waktu 3 (tiga)
bulan, sesuai dengan pasal 60 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun
2003, mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
dapal mensyaratkan masa percobaan dibatasi hanya untuk jangka
waktu maksimum selama 3 (tiga) bulan,

3. KPS secharusnya membuat suatu tahapan pelaksanaan oufsourcing
yang baik, sehingga dapat berpedoman pada tahapan tersebut apabila
akan melaksanakan oufsourcing. Tahap-tahap pelaksanaan oufsourcing
adalah:

a. Penentuan core business dan non-core business
Pada tahap ini, perusahaan/KPS harus membuat alur kegiatan
proses pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan visi KPS.
Berdasarkan hal tersebut, KPS harus menetapkan jenis-jenis
pekerjaan yang utama dan penunjang dan batasan-batasan yang
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jelas atas pekerjaan utama dan penunjang, sehingga dapat
dilaksanakan oufsourcing terhadap kegiatan penunjang.

b. Penetapan pekerjaan yang di-outsource.

c. Penentuan vendor pelaksana outsourcing.

d. Pembuatan perjanjian antara KPS dengan outsourcer.

e. Pelaksanaan oufsourcing.

f Evaluasi pelaksanaan oufsourcing.

4. Selama masih belum adanya peraturan pemernintah atau govermment
policy yang secara pasti dan jelas-jelas memberikan landasan hukum
bagi pelaksanaan outsourcing (alih daya), maka pemerintah
bertanggung jawab untuk melindungi setiap pekerja yang dipekerjakan
dengan sistem outsourcing ini, mengingat pemerintah bertanggung
jawab atas setiap kesejahteraan warga negaranya sebagaimana
diamanatkan olech Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah perlu
segera membuat pengaturan yang lebih lanjut pada pelaksanaan
outsourcing yang dapat menguntungkan pekerja dan tidak merugikan
pengusaha: :
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Lampiran 1  : Perjanjian Kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja.

N2
> <
< s

LA >

Pengaturan Dan..., Sekar Ayu Prabowowati, FH Ul, 2009



KESEPAKATAN KERJA
No: 044/BM-BEN/X1/08

Pada hari ini, Sabtu tanggal satu bulan November tahun duaribu delapan (01-11-2008},
telah dibuat Kesepakatan Kerja dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal tersebut, oleh dan
antara :

1. PT e , yang berkantor di .........ccocevvenees , selanjutnya disebut sebagai.........
dengan
2. Nama
Nomor KTP
Jenis Kelamin :
Alamat

selanjutnya disebut KARYAWAN.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan ikatan kerja sehubungan dengan kontrak kerja antara
....................... dengan KALILA (BENTU) LIMITED, yang selanjutnya disebut KALILA.

Ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1
UMUM
1.1, .. . setuju mempekerjakan KARYAWAN dan KARYAWAN setuju bekerja
unfuk kepentingan .a........ccoevveois di lokasi kerja milik KALILA, dengan tugas dan jabatan
yang diatur/ditetapkan oleh ............i.....ik.. I KALILA sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Kesepakatan Kerja ini.
1.2. KARYAWAN diterima bekerja sebagai karyawan ' kontrak dan ....ac........ie.. tidak

menyediakan perumahan unfuk KARYAWAN, kecuali apabila disebutkan tersendiri
dalam Kesepakatan Kerja ini.

1.3. KARYAWAN bersedia ditempatkan di lokasi kerja KALILA manapun dan bersedia untuk
sewaktu-waktu dipindahlian dari satu lokasi ke lokasi kerja yang lain dengan upah dan
fasilitas sesuai_siandar.yang_ berlaku di tempat KARYAWAN dipekerjakan, atas
penugasan tersebut fasilitas transportasi akan discdiakan oleh KALILA.

1.4. Kesepakatan Kerja ini beserta lampiran-lampirannya_merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dan dikategorikan sebagai Kesepakatan Kerja untuk Jangka Waktu
Tertentu.

: Pasal 2
KEWAJIBAN KARYAWAN

21. KARYAWAN dengan segala kemampuannya akan menjalankan tugas yang

dipercayakan oleh ..........c.cco.. kepadanya dan setiap saat akan berupaya untuk
meningkatkan kemampuan/kecakapan kerjanya, serta senantiasa melindungi
kepentingan ...........ccceeeeee maupun KALILA,
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2.2.

23.

24,

2.5

28.

27.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

3.8.

KARYAWAN wajib mentaati/mengindahkan semua peraturan yang ditetapkan oleh
....................... maupun KALILA, dan mematuhi semua perintah/instruksi yang diberikan
oleh Atasan.

KARYAWAN harus masuk kerja tepat pada waktunya dan akan tetap tinggal di tempat
kerjanya, termasuk sewaktu kerja lembur, dan tidak menerima tamu pribadi selama jam
kerja tanpa ijin Atasan / Pejabat KALILA yang berwenang.

KARYAWAN akan memelihara dan menggunakan secara baik perlengkapan kerja yang
diberikan kepadanya. Kehilangan atau kerusakan atas barang milik ... /
KALILA harus segera dilaporkan.

KARYAWAN wajib memakai tanda pengenal (Badge) yang diberikan oleh KALILA
kepadanya selama jam kerja berlangsung atau selama berada di lingkungan kerja
KALILA dan wajib mengembalikan kepada KALILA / ......cocevvveeenenne setelah hubungan
kerja berakhir.

KARYAWAN wajib memberitahu ....................... setiap terjadi perubahan alamat rumah,
status sipil, a&hii waris, susunan keluarga, kualifkasi pendidikan dan
perubahan/perpanjangan masa beraku Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selama jangka wakiu kesepakatan Kerja ini berlaku KARYAWAN tidak diperkenankan
bekerja pada perusahaan lain dengan cara atau maksud apa pun tanpa ijin tertulis dari
pejabat ............c..deveeee

Pasal 3
UPAH, TUNJANGAN DAN FASILITAS

....................... akan membayar KARYAWAN gaji atau upah yang besamya seperti
tercantum pada Lampiran Kesepakatan Kera ini, dibayarkan secara bulanan
berdasarkan Time Sheet KARYAWAN yang asli dan telah disetujui oleh KALILA,

....................... akan memberikan KARYAWAN Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
pada saat hari raya tersebut tiba, sedangkan pelaksanaan pembayarannya diatur sesuai
dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I Nomor: Per-04/Men/1994.

Sesuai Undang-Undang R.I' nomor 3 tahun 1992, maka ....................... akan mengikut
sertakan KARYAWAN dalam program Jamsostek yang meliputi: Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Har Tua (JHT). Premi dari program
Jamsostek tersebut akan ditanggung cleh ...................... , kecuali Premiruntuk Jaminan
Hari Tua (JHT).yang besamya 5,74% (lima koma tujuhpuluh empat persen). Sesuai
ketentuan sebagian. dar Premi tersebut yaitu. 2% (dua persen) dan upah akan
ditanggung oleh KARYAWAN.

....................... akan mengikut sertakan KARYAWAN dalam program Asuransi
Kesehatan yang meliputi manfaat jaminan rawat inap, dan manfaat jaminan rawat jalan.
Sedangkan untuk keluarga KARYAWAN (istri/fsuami beserta anak), ....................... tidak
mengikut sertakan program asuransi kesehatan tersebut.

Dalam hal terjadi Pemufusan Hubungan Kerja (PHK), maka sesuai dengan ketentuan
tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi (Program Santunan Pekerja MIGAS), .....cccceceevieiine akan membayarkan
santunan pekerja MIGAS tersebut kepada Karyawan sebesar 8.33% dari Upah Pokok
per bulan dan dihitung berdasarkan masa kerja Karyawan di .............cc.........

Apabila KARYAWAN diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas di luar kota,
KALILA akan menyediakan fasilitas sebagai berikut : Sarana transportasi, sesuai
ketentuan yang beraku di KALILA (BENTU) LIMITED, Hotel / Guest House, dan Uang
harian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu ruplah) per-hari.
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Pasal 4
HARI DAN JAM KERJA

41. KARYAWAN diwajibkan untuk bekerja sesuai dengan jam kerja yang diatur dan
ditetapkan oleh KALILA, yaitu 8 (delapan} jam kerja sehari dengan jadwal kerja 5 (ima)
hari bekerja (ON) tidak termasuk hari-hari libur resmi Pemerintah / Nasional dan diikuti
dengan 2 (dua) hari libur / istirahat (OFF).

42. KARYAWAN diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani formulir pencatatan wakfu
(Time Sheet) yang disahkan oleh Atasan / Pejabat KALILA yang berwenang. Batas
penyerahan selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya, dan
KARYAWAN akan mendapatkan upah kerja setiap tanggal 25 (duapuluh lima) tiap
bulan, dan akan difransfer ke nomor rekening KARYAWAN.

43. KARYAWAN berdasarkan kebutuhan dan pemmintaan dar Atasannya, bersedia
dan sanggup untuk bekerja lembur padahar dan jam kerja diluar ketentuan tersebut
Pasal 4 ayat 4.1.

Pasal 5
CuUuTl

5.1. Setelah menjalani masa kerja selama 12 (duabelas) bulan terus menerus, KARYAWAN
berhak untuk mendapatkan culi selama 12 (duabelas) hari kerja. Atas persetujuan
Atasannya dan sepanjang tidak mengganggu kelancaran pekerjaan, maka cuti tersebut
dapat diambil dalam tahun berjalan.

52. Apabila dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan setelah jatuh tempo hak cuti
tersebut, KARYAWAN tidak mempergunakan hak cutinya, maka hak cuti tersebut
dianggap hangus/hilang dan tidak bisa diakumulasikan pada hak cuti tahun berikutnya.

Pasal 6
PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan KARYAWAN (PPh Pasal 21) atas gaji/upah, upah lembur, tunjangan Hari
Raya dan tunjangan-tunjangan lain ditanggung oleh KARYAWAN.

Pasal 7
ABSEN'DAN lJIN
Pada dasamya ..., membayar upah KARYAWAN untuk hari-hari selama ia bekerja,

tetapi .....ocovcnine akan tetap melakukan pembayaran upah manakala KARYAWAN tidak
masuk kerja karena alasan-alasan sebagai berikut: .

a. Menderita sakit, yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter,

b. Perkawinan KARYAWAN 3 (tiga) hari,

¢. Perkawinan anak KARYAWAN 2 (dua) hari,

d. Kelahiran anak kandung KARYAWAN 2 (dua) hari,

e. Khitanan/baptis anak kandung KARYAWAN 2 (dua) hari,
f. Kemaltian keluarga terdekat KARYAWAN

( istri atau suami, anak, orang tua/meriua ) 2 {dua) hari,

g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal 1 (satu) hani.
Pasal 8
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

PELANGGARAN PERATURAN DAN TINDAKAN DISIPLIN

Apabila KARYAWAN melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan .................. /
KALILA atau Perintah Atasannya, maka ...........ccceeeene. dapat menjatuhkan tindakan
disiplin berupa teguran/peringatan tertulis (surat peringatan tingkat pertama, surat
peringatan tingkat kedua, dan surat peringatan tingkat ketiga); dengan kemungkinan
pemberian sanksivhukuman berupa skorsing upah atau Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK).

....................... dapat memberikan surat peringatan terakhir kepada KARYAWAN karena
kesalahan KARYAWAN melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

a. Tetap menolak untuk menaati perintah alau penugasan yang layak diberikan
kepadanya oleh atau atas nama ............ccccceene ! KALILA, sedangkan perintah itu
sesuai dengan Kesepakatan Kerja yang telah diadakan,

b. Dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan sedemikian
rupa, sehingga ia tidak dapat menjalankan pekerjaan,

c. Tidek cakap dalam melaksanakan pekerjaannya walaupun sudah dicoba uniuk
ditempatkan atau diperkerjakan pada bagian lainnya,

d. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja, sedangkan
kepadanya diberikan Surat Peringatan | (Pertama) atau 1l {(Kedua) yang masih
beriaku.

Setelah  peringatan terakhir KARYAWAN masih tetap melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 8.2 tersebut di-atas, maka ..................i.... dapat
mengakhiri Kesepakatan Kerja ini.

....................... dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seketika apabila
KARYAWAN terbukti melakukan tindakan melanggar hukum dan/atau melakukan
tindakan.yang diklasifikasikan berat, antara lain:

a. Pada saat Kesepakatan Kerja diadakan, memberikan keterangan palsu atau
dipalsukan,

b. Mabuk, madat, memakai obat bius aiau narkotika di tempat kerja,
Mencun, menggelapkan, menipu atau melakukan kejahatan lainnya,

d. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam Pengusaha, keluarga
Pengusaha atau teman sekerja,

e. Membujuk Pengusaha dan atau teman sekerjanya untuk melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan hukum atau kesusilaan,

f. Dengan sengaja atau karena kecercbohannya merusak atau-membiarkannya dalam
keadaan bahayaaset milik ...l ;

g. Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan membiarkan dirinya atau teman
sekerjanya dalam keadaan bahaya, §

h. Melakukan pelanggaran atas Pasal 10 Kesepakan Kerja ini dengan membongkar
atau memberi dokumen maupun informasiyang diklasifikasi RAHASIA (Confidential)
11111, SO { KALILA kepada pihak ketiga atau pihak manapun tanpa ijin dari
Atasan.

i. Mangkir (absen tanpa ijin} selama § (lima) hari berturut-turut.
Dalam hal ini KARYAWAN dinyatakan mengundurkan diri secara sepihak.

Apabila KARYAWAN alpha atau tidek masuk kerja tanpa dapat menunjukkan
bukti/alasan yang dapat diterima oleh ....................... / KALILA, maka upahnya dikurangi
secara proporsional (prorate), sebesar 1/22 (satu per duapuluh dua) dari Upah.

o
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Pasal 9
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja antara ..........c........... dengan KARYAWAN akan berakhir jika terjadi
salah satu hal berikut ini:

a. Berdasarkan pertimbangan teknis operasional fungsi dan jabatan KARYAWAN,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kesepakatan Kerja ini sudah tidak
diperlukan lagi dalam struktur organisasi KALILA,

b. Berakhimya konftrak kerja antara ..........cc.......... dengan KALILA,

¢. Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh ................ berdasarkan Pasal 8
ayat 8.3 dan 8.4 tersebut diatas,

d. KARYAWAN mengundurkan diri,
e. KARYAWAN menderita sakitberkepanjangan,

f. Kegiatan ........dieeees [ KALILA tidak memungkinkan iagi untuk memperkerjakan
KARYAWAN disebabkan oleh hathal yang berada di luar kekuasaan (force
majeure),

g. KARYAWAN meninggal dunia.

Apabila Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan berdasarkan Pasal 8 ayat 8.3 dan
Pasal 8 ayat 8.4 tersebut di atas, maka KARYAWAN tidak berhak menerima
pembayaran-uang pesangon.atau ganti nugi apapun, kecuali pembayaran.atas hak-hak
yang belum diterima.

Jika KARYAWAN bermaksud mengundurkan dif maka dia harus menyampaikan
maksudnya tersebut secara.tertulis' 30 (tigapuluh) hari-sebelumnya. Dalam hal ini
KARYAWAN tidak berhak atas uang pesangon atau ganti rugi apapun.

Bila hubungan kerja diakhiri atas keputusan ...........o.. maka KARYAWAN akan
diberitahu 7 (tujuh) hari sebelumnya, kecuali apabila Pemutusan Hubungan, Kerja
dilakukan karena KARYAWAN, melakukan pelanggaran berat, atau KARYAWAN tidak
dikehendaki oleh KALILA, atau kontrak kerja antara ..................... dengan KALILA
berakhir maka Pemutusan Hubungan Keija dapat dilakukan setiap saat.

Bila KARYAWAN menderita-sakit.selama 12 (duabelas)-bulan terus. menerus maka
hubungan kerja dan Kesepakatan Kerja ini berakhir dengan sendirinya.

Pada wakiu hubungan kerja berakhir KARYAWAN diwajibkan membuat laporan
tertulis dan melaksanakan serah terima pekerjaannya kepada Atasannya atau kepada
pejabat ....... e FKALILA.

Pasal 10
KERAHASIAAN

KARYAWAN. diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan segala bentuk dokumen, informasi, surat,
file, tetapi tidak terbatas pada electronic files yang diklasifikasi RAHASIA (Confidential) dan
dilarang untuk menyampaikan dan atau memindah tangankan informasi tersebut dalam arti
seluas-luasnya kepada pihak manapun tanpa ijin dar Atasan.
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Pasal 11
PENUTUP

11.1. Kesepakatan Kerja ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

11.2. Semua perjanjian atau Kesepakatan Kerja yang ditandatangai oleh KARYAWAN dan
....................... sebelum tanggal Kesepeakatan Kerja ini, bila ada, dengan ini dinyatakan
dibatalkan dan tidak beriaku lagi.

11.3. KARYAWAN dengan ini menyatakan sanggup melakukan kewajibannya sebagai tenaga
kerja dengan menerima syarat-syarat yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja ini.

11.4. KARYAWAN dengan ini menyatakan tidak ada janji-janiji, syarat-syarat atau pengertian
lain apapun; selain dari apa yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja ini.

11.5. KARYAWAN memahami sepenuhnya bahwa semua hal yang tercantum dalam
Peraturan Perusahaan ..........cccccec.... berlaku baginya, kecuali jika ditentukan lain dalam
Kesepakatan Kerja ini maka ketentuan dalam Kesepakatan Kerja inilah yang berlaku.

11.8. Semua perselisihan yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Kerfja ini akan
diselesalkan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Bila penyelesaian secara
musyawarah tidak tercapai maka masalahnya akan diteruskan ke pihak yang
berwenang, baik ke Departemen Tenaga Kerja setempat ataupun Pengadilan Negeri.

11.7. Apabila jangka wakiu Kesepekatan Kerja ini berakhir maka hubungan kerja putus demi
hukum. Atas kesepakatan kedua belah pihak maka Kesepakatan Kerja ini dapat
diperpanjang masa berlakunya dengan jangka waktu yang sama atau Kurang dari
jangka waktu berlakunya Kesepakatan Kerja ini.

11.8. Kesepakatan Kera ini dibuat dengan sebenar-benamya tanpa adanya tekanan atau
paksaan apapun, dan setelah dibaca secara seksama maka kedua belah pihak sepakat
menandatangani Kesepakatan Kerja ini.

PT. - FIF ER—— KARYAWAN

-------------------------------------
e A SRR RS R R

Direktur Utama
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LAMPIRAN
KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor: 044/BM-BEN/X\/08 Tanggal: 1-November-2008

01. NAMA KARYAWAN
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
STATUS KELUARGA : Belum Kawin / kawia

02. TEMPAT DITERIMA
03. JABATAN KARYAWAN
04. LOKAS! PEKERJAAN : Kallla (Bentu) Limited

05. JADWAL DAN WAKTU KERJA: 5 hari bekerja (ON) / 2 hari libur (OFF),
8 jam setiap hari kerja

06. GAJI POKCK

07. JANGKA WAKTU
KESEPAKATAN KERJA

Catatan: Lampiran ini merupakan bagian dan Kesepakatan Kerja dan tidak dapat dipisahkan
dari Kesepakalan Kerja tersebut.

| 1 (RO ———— KARYAWAN
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PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

No.Ref.: ......

Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja ("Perjanjian®) ini dibuat di Jakarta
pada hari Jumat, 30 Mei 2008, oleh dan antara:

laki-taki, 42 tahun, lahir pada
beralamat di
cemnrreneeeneens PEK@MIA); dan

Kalila Benfu LIimited, sebuah Perusahaan
berkantor di Wisma Mulia lantai 27, JI. Jend.
Gatot Subroto No. 42, Jakarta, Indonesia
12710 ("Perusahaan®).

Pekerja dan Perusahaan secara bersama-sama
dapat disebut “Para Pihak® atau secara sendiri-
sendir "Pihak”.

BAHWA:

A,

Perusahaan  bergerak dalam  bidang
eksplorasi, eksploitasi & produksi gas bumi.

Pekerja memenuhi persyaratan untuk dapat
diterima sebagai Pekerja Perusahaan.

Perusahaan bermaksud untuk
mempekerjakan Pekerja bardasarkan
“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” dan Pekerja
sepakat untuk bekerja pada Perusahaan
sesuai ketentuan Perjanjian ini,

Qleh karena itu, Para  Pihak sepakat sebagai
berikut:-

1.

~

Ketenagakerjaan

Terhitung sejak Tanggal Efektif, sebagaimansa
dimaksud dibawah ini, Perusahaan sepakat
untuk mampekerjakan Pekerja sebagai Pekerja
Kontrak pada Perusahaan Jengan
kedudukan/jabatan sebagaimana tersebut
pada butir 4 Perjanjian ini dengan lokasi kerja
pada Kantor' Perusahaan di Jakarta
(selanjutnya  disebut  sebagai “Lokasi
Penerimaan Pekarja").

Employment Agreement
This Employment Agreement (“Agreement’} is
made in Jakarta, on Friday, 30 May 2008, by and
between:

male, 42 years old, born

)
O i s residing at
wrrereeeneeenens ( EMployee®); and
A Kallla Bentu iLimited,

a Compa;%
havingits office at Wisma Mulia 2
Floor, JI. Jend..Gafot Subrofo No. 42,
Jakarta Indonesia 12710 (“Company”)

Employee and the Company may be referred to
jointly as “Parties" or individually as “Party.”

WHEREAS:
A, The Company is conducting aclivities in

exploration, exploitation, and production
of natural gas.

B. The Employee fulfils the requirements to
be -accepted as an employee of the
Company.

C. The Company intends to employ lhe

Employes and the Employes agrees to
work for the Company on the basis of the
Employment Agreement for a definite
period of time.pursuant to-the provisions
stipulated under this Agreement

Therefore, the Parties agree as follows:-

1. Employment

Staiting from the Effective Date, as described
hereof, the Company agrees fo hire the
Employee as Contract employee of the Compary
with position as described in Point 4 of This
Agresment, located in Company's office in
Jakarta (hereinafter referred to as "Point of Hire").
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Jangka Waktu Perjanjlan Kerja

Perjanjian ini herlaku efektif terhitung sejak 1
Junl 2008 (selanjutnya disebut sebagai
"Tanggal Efekiif’} dan akan berakhir untuk
jangka waktu 12 Bulan kecuali diakhir lebih
awal berdasarkan syarat dan ketentuan dalam
Perjanjian ini maupun Peraturan yang
ditetapkan oleh perusahaan. Karenanya,
masa kerja Pekerja dihitung sejak Tanggal
Efektif dan akan berakhir pada tanggal 31 Mel
2009

Tempat Penerimaan Kerja

Tempat Penerimaan adalah alamat yang
terdaftar dan diakui oleh Perusahaan sebagai
dasar untuk menentukan syarat-syarat dan
kondisi kerja yang lerkait  dengan
pembayaran/biaya perjalanan dinas, pelatinan
dan ketentuan-ketentuan lain yang
berhubungan dengan tarif danfatau tindak
lanjut atas masalah kesejahteraan atau
semacamnya.

Jabatan Pekerja

4.1 Jabatan Pekerja yang . bersangkutan
adalah sebagati ....cccrvee....

4.2 Perusahaan dapat sewaktu-waktu
mengubah jabatan Pekerja,
sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1,
serta mengubah perincian tugas dan
tanggung jawab Pekerja sesuai dengan
situasi dan kondisi serta “kebutuhan
Perusahaan, dengan pemberitahuan
tertulis kepada Pekerja.

4.3 Jabatan Pekerja sebagaimana disebut
dalam butir_4.1 berbasisdi kantor
Perusahaan di Indongsia sebagaimana
dissbutkan di awal Perjanjian ini.
Tanpa mengurangi ketentuan tersabut,
Perusahaan berhak untuk sewaktu-
wakiu mengubah lokasi kerja Pekerja
sesuai dengan situasi dan kondisi serta
kebutuhan Perusahaan, dengan
pemberitahuan tertulis kepada Pekerja.

4.4 Pekerja bersedia ditugaskan di luar
lokasi karja seperti yang tertulis di atas,
sesuai dengan kebutuhan operasi
Perusahaan.

Employment Agreement Period

This Agreement shall be Effective on 1%
June 2008 (hereinafter referred to as
“Effective Date") and shall be valid for 12
months, unless earlier terminated pursuant
to terms and conditions of this Agreement
and regulation stipulated by the company.
Therefore, the term of employment of the
Employes shall be commenced from the
Effective Date and shall be terminated on
31 May 2009

Polnt of Hire

Point of hire is the place, which is
registered and  acknowledged by
Company, to be used as the basis fo
determine terms and conditions of work,
which refates to payment/business frip
expenses, training. and other provisions
about tariffs andfor benefits components
and its kind.

Title of the Employee

4.1 The Employee's title shall be

4.2 The Company may from time to time
change the title of the Employee, as
meant-in Paint 4.1, and amend the
details of the duties and
responsibilities of the Employee in
accordance with the situation and
condition and the needs of the
Company, with prior  written
nofification to the Employee.

43 The Employee’s tile as mentioned
in-"Point. 4.1 is located in the
Compeany's. Indonesia office as first
mentioned above.- Notwithstanding
the aforemantioned, the Company
has the right to ftransfer the
Employee from time to time, in
accordance with the situation and
condition and the needs of the
Company, with prior written
notification to the Employee.

44 The Employee transferable for
assignments to othar work locations
than that mentioned above, in
accordance with operations
requirement
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Remunerasl
51 Pekerja berhak menerima upah
sebagaimana dinyatakan dalam

Lampiran perjanjian ini.

5.2 Upah akan dibayarkan ke rekening
bank yang ditunjuk oleh Pekerja sefiap

akhir bulan sesuai jadwal yang
ditentukan oleh Perusahaan.
53 Pajak merupakan tanggung jawab

Pekerja terhadap negara. Perusahaan
akan memotong upah Pekerja untuk
pembayaran pajak penghasilan atas
nama Pekerja untuk selanjutnya disetor
kepada kas negara, sesuai ketentuan
peraturan mengenai perpajakan yang
berlaku.

54 Selain butr 53 di alas, semua
penghasilan yang diterima oleh pekerja
akan dikenakan Pajak sesuai dengan
ketentuan perpajakan yang bertaku.

Informasl dan Dokumen

Pekerja mengakui bahwa seluruh
memeorandum, catatan-catatan; film-film, foto-
foto, daitar-daftar, bagan-bagan, rumus-
rurnus,  gambar-gambar,  skeisa-sketsa,
dokumen-dokumen, informasi, rahasia

dagang atau teknik dagang, serta dokumen-
dokumen lain, - bailk yang dipublikasikan
maupun tidak, yang diberikan kepadanya
selama kerja. atau  sshubungan 'dengan
pekerjaannya merupakan rahasia Penusahaan
dan Pekerja berjaniji untuk
memperlakukannya secara rahasia, serta
mengembalikannya kepada Perusahaan pada
saat berakhimya hubungan kerjanya.

Kekavaan Intelektual dan Industrd

Seluruh bahan-hahan dan piranti lunak-yang
diberikan dan dibayar oleh Perusahaan serta
seluruh bahan-bahan dan piranti lunak yang
dibuat atau digunakan oleh Pekerja dalam
bekerja atas nama Perusahaan menjadi dan
senantiasa merupakan hak milik ekslusif
Perusahaan. Pekerja lidak akan mengambil
atau memberikan jzin untuk diambilnya
bahan-bahan atau atat-alat dari kantor
Perusahaan tanpa otorisasi tertulis.

5

Remuneration

5.1 The Employee will be paid a salary
as stipulated in Attachment in this
agreement,

5.2 The salary will be payable into the
Employesa’s designated bank
account at the end of each month,
according to a schedule fixed by the
Company.

5.3 Income tax on the salary received by
the Employee is the responsibility of
the Employsee toward the state. The
Company  shall deduct the
Employee’s salary for the payment
of income tax on behalf of the
Employee which shall be
subsequently paid to the state
treasury, in. accordance with the
prevailing regulations on tax

5.4 - Besides point 5.3 above, all income
received by the employee shall be
taxed in accordance with the
prevailing regulations on tax.

Informatlon and Documents

The Employee acknowledges -that all
memoranda, notes, films, photos, records,
charts,” formulas, drawings, skeiches,
software, documents, information; trade
secrets - or techniques, and other
documents ~ whether  published . or
unpublished, made available to him/Mher
during or with respect to the performance
of histher duties are confidentlal to the
Company, and he/she undertakes to treat
them accordingly, and retum them to the
Company upen temination of his/her
employment:

Intellectual and Industrial Property

All Material and sofiware provided and
paid for by the Company and all material
and software prepared by or worked on by
the Employee on behalf of the Company
shall be and shall remain the exclusive
property of the Company. The Employee
will not remove or permit to remove any .
Material or equipment from the Company's
offices without written authorisation.
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1.

12

Tanggung Jawab

Pekerja akan menggunakan usaha terbaiknya
dalam melaksanakan tugasnya bherdasarkan
Perjanjian ini déengan tunduk pada peraturan
perundang-undangan yang berdaku dan

memikul tanggung jawab penuh atas
tindakannya.
Berakhimya Hubungan Kerja

Perjanjian Kerja ini dapat berakhir apabila
terjadi kondisi sebagai berikut:

Pekerja melakukan pelanggaran berat
sebagaimana tercantum dalam Psraturan
Perusahaan

Apabila pekerja meninggal dunia

Alasan memaksa atau force majeur

Pekerja dianggap tidak cakap dan tidak
mampu menunjukkan kineria yang sasuai
dengan standar perusahaan

Berdasarkan evaluasi dar masing-masing
pihak selama periode Parjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) inl, dan salah satu pihak
memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ini.
Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja

Pada kondisi tersebut, perjanjian Kerja ini
akan berakhir demi hukum dan Saudara tidak
berhak atas uang pesangon dan ganti rugi
apapun dari Perusahaan.

Ketentuan Umum

Ketentuan-ketentuan umum lainnya yang
tidak diatur atau belum cukup diatur dalam
Perjanjian dan lampiran dari Perjanjian ini,
sehubungan dengan masalah
ketenagakeriaan; serta hak dan kewajiban
Pekerja, akan merujuk pada Peraturan yang
ditetapkan  oleh. -~ Perusahaan, kecuali
ditentukan lain secara khusus dan dituangkan
secara tertulis dalam bentuk addendum yang
merupakan bagian yang. tidak terpisahkan
dari perjanjian ini.

Keseluruhan Perjanjlan

Perjanjian ini merupakan kesepakatanfinal
dan menyeluruh antara Para Pihak serta
membatalkan dan menggantikan seluruh
kesepakatan atau pemahaman sebslumnya,
baik secara lisan maupun terulls.

Perubahan

Perubahan terhadap Perjanjian ini harus
disepakati secara tertulis antara Perusahaan
dan Pekerja.

10

i1l

12,

Responsibliity

The Employee shall use his/her best
endeavours to perform his/her duties
under this Agreement in compliance with
any applicable laws and regulations and
assumes sole responsibility for her
actions.

Termlnation
This Agreement may be terminated with
conditions as follows :

Employee commits gross violaton as
stipulated by the Company Policy

Death

Reason of force majeur

Employae unable to perform good quality
of work and contribution as required by
Company

Base on evaluation by both parties during
this agreement period, either company or
employee was mean fo terminate this
employment agreement.

End of contract period

In this circumstances, this agreement shall
beterminated and the employee should not
have rights-for any payments such as
severance and other indemnity

General Terms

Other general terms neither regulated nor
sufficiently regulated under: this
Agreement and attachment, which
relateds to employment issue, rights and
obligations - of the Employee shall be

refered to Policy stipulated by the
Company, unless otherwise . rstated
specifically  in  writing, ~being an

uninseparable part of this agreement.

Entire Agreement

Thig represents the final and entirs
agreement between the Parties, also
cancels and supersedes all prior
agreements or understandings, orally or
writtenly.

Modification
Any changes to this Agreement must be

agreed to in writing by both the Company
and the Employes.
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14,

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
dl Indonesla.

Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris, dengan ketentuan babwa
apabila  fterjadi  pertentangan  karena
perbedaan  penafsiran bahasa, maka
Perjanjian yang ditulis dalam Bahasa
Indonesia yang beriaku.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan
Perusahaan dan Pekerja tanpa tekanan dari pihak
manapun.

Perusahaan/Company
Kallla Bentu Limfted

Qleh/By:

Nama/Name: .ceveeeecrenesss
Jabatan/Title: ... .oeeeeie.

13. Goveming Law
The Agreement shall be governed by the
laws of the Republic of Indonesia.

14. Language

This Agreement is made in both
Indonesian and English. Should there be
any inconsistencies dus to difference of
language interpretation, the Indonesian
version shall prevail.

Thie Agreement is. made on the basis of the
agreement between the Company and the
Employee without pressures from any parties.

Pekerja/Employee

Oleh/By:
Nama/Name: ..o eernmsicsmassne
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LAMPIRAN

Nama
No ID
Golongan

Upah

1. Tunjangan Kesehatan
Sebesar Rp. 250.000 Kotor per bulan

2. Asuransl Kesehatan
Asuransi Rawat Inap untuk Pekerja dan
tanggungan { istri dan maksimal 3 anak )

3. Upah Lembur
Akan dibayarkan -sesuai dengan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja No.102/MEN/A/1/2004 dan
berlaku untuk pekarja golongan non staff

4. Harl dan Blaya Istirahat
12 hari kerja dan 1 bulan upah setelah-12 bulan
bekerja atau dihitung secara proporsional sesuai
masa kerja.

5. Tun]angan Hari Raya Keagamaan
Akan diberikan pada saat hari raya ldul Fitri dan
dihitung secara proporsional dari -upah bagi
pekerja yang telah bekerja lebih dar 3 bulan
sasuai Peraturan  Menteri Tenaga Kerja
No.04/MEN/1994.

6. Jamsostek
Pekerja diikut sertakan dalam.. Program
Jamsostek yang meliputi Jaminan Kecelakaan,
Kematian dan Hari Tua dengan premi sebesar
6.8 % dan upah dan 2% diantaranya ditanggung
pekerja.

7. Santunan Kematian
- Apabila Pekerja Meninggal dunia bukan karena
Kecelakaan, Perusahaan akan memberikan
santunan sesua! lamanya masa kerja

8. Bantuan Pemakaman
Rp. 5.000.000 apabila Pekerja meninggal dunia.

Name
No ID
Lavel

Salary

ATTACHMENT

Medical Allowance
Amounting Rp. 250.000 gross per month

Medical Insurance
In patient. coyerage for Employee (Wife and
maximum 3 child})

Overtime

Wil be paid base on Labour Minister
Regulation, Kepmen No. 102/MENAI2004
only eligible for non staff level

Leave Days and Leave Allowance

12 leave days with 1 times salary after 12
months service period or proportional base on
length service period.

THRK

Will.be given at |dul Fitri day with_proportional
rate from basic salary for employee with service
periode longer than 3 months period according
to “Peraturan Menteri Tenaga Keja no.
04/MEN/1994,

Jamsostek

Employee- will be registered in Jamsostek
Insurance which covered Death, Accident and
Retirement Benefit with 6.8% premiumn and 2%
from employee

Death Benefit

Compensation will be paid for the employee
who passes away due to normal cause with
such amount that depend on service period,

Burial Assistance
Rp. 5.000.000 if the Empolyee passes away.
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PERJANJIAN KERJA

No.Ref.: ...

Perjanjlan Kerja

Perjanjian Kerja (“Perjanjian”) ini dibuat di Jakarta
pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008, oleh dan
antara:

£ P Laki-laki, 32 tahun, lahir pada tanggal
................ , beralamat di ........, Jakarta Timur,
Indonesia {"Pekerja"), dan

2. Kallla Bentu Limited, sebuah Perusahaan
barkantor di Wisma Mulia lantai 27, JI. Jend.
Gatot Subroto No. 42, Jakarta, Indonesia
12710 ("Perusahaan”):

Pekerja dan Perusahaan secara bersama-sama
dapat disebut “Para Pihak® atau secara sendiri-
sendir "Pihak”.

BAHWA:
A, Perusahaan - bergerak dalam  bidang

eksplorasi, eksploitasi & produksi.gas bumi,

B. Pekerja memenuhi persyaratan untuk dapat
diterima sebagai Pekerja Perusahaan.

C. Perusahaan hermaksud untuk
mermpekeriakan Pekerja berdasarkan
Perjanjian Kerja_ Wakiu Tidak Tertentu

(Pekerja Tetap) dan Pekerja sepakat uniuk
bekerja pada Perusahaan sesuai ketentuan
Perjanjian ini.

Oleh karena itu, Para Pihak sepakat sebagai
perikut.-

1. Ketenagakerjaan

Terhitung sejak Tanggal 1 Mei 2008,
sabagaimana dimaksud dibawah ini,
Perusahaan sepakat untuk mempekerjakan
Pekerja sebagai Pekerja Tetap pada
Perusahaan  dengan kedudukan/jabatan
sebagaimana tersebut pada butir 4 Perjanjian
ini  dengan lokasi kerja pada Kantor
Perusahaan di Jakarta (selanjutnya disebut
sebagai “Lokasi Penerimaan Pekerja").

Employment Agreement

This Employment Agreement (“Agreement’} is
made in Jakarta, on thursday, 1 May 2008, by
and between:

1. i Male, 32 years old, bom on
................ \ residing at
....................... i Jakarta Timur,

Indonesia ("Employee”); and

2. Kalila Bentu.  Limited, a Compan
having its office at Wisma Mulia 2
Floor, JIl. Jend. Gatot Subroto No. 42,
Jakarta Indonesia 12710 (‘Company”)

Employee and the Company may be referred to
jointly as "Parties” or individually as "Party.”

WHEREAS:

A, The Company is conducting activities in
exploration, exploitation, ‘and production
of natural gas.

B. The Employee fulfils the requirements to
be accepted as an employee of the
Company.

C. The Company intends to employ the
Employee and the Employee agrees to
work for the Company on the basis of the
Employment Agreement for undefinite
period (Permanent employge) of time
pursuant to the provisions stipulated
under this Agreement

Therefore, the Parties agree as fcllows:-

1. Employment

Starting from 1 May 2008, as descibed hereof,
the Company agrees to hire the Employae as
Pemmanent employee of the Company with
position as described in Point 4 of This
Agreement, located in Company's office in
Jakarta (haereinafter referred to as “Point of Hire").
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Masa Kerja

Tanggal untuk perhitungan masa kerja adalah
(selanjutnya disebut sebagai
"Tanggal Efektif") dan akan berakhir untuk
jangka waktu yang tidak ditentukan kecuali
diakhiri lebih awal berdasarkan syarat dan
ketentuan dalam Perjanjian ini  maupun
Peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan.

Karenanya, masa kerja Pakerja dihitung sejak
Tanggal Efekiif dan akan berakhir apabila
Pekerja mengundurkan diri atau dilakukannya
pemutusan hubungan kerja berdasarkan
Perjanjian ini, Peraturan yang ditetapkan
oleh perusahaan atau peraluran perundang-
undangan di bidang Ketenagakerjaan yang
berlaku,

Tempat Penerimaan Kerja

Tempat Penerimaan' adalah alamat yang
terdaftar dan diakuj olsh Perusahaan sebagai
dasar untuk menentukan syarat-syarat dan
kondisi kerja = yang  terkait dengan
pembayaran/biaya perjalanan dinas, pelatihan
dan ketentuan-ketentuan lain yang
berhubungan dengan tarf dan/atau tindak
lanjut atas masalah kesejahteraan atau
semacamnya.

Jabatan Pekerja

4.1 Jabatan Pekerja yang bersangkutan
adalah sebagai «........cusssererera-

4.2 Perusahaan dapat sewakiu-waktu
mengubah jabatan Pekerja,

sebagaimana dimaksud dalam butir4.1,
serta mengubah perincian tugas dan
tanggung jawab Pekerja sesual dengan
situasi dan kondisi serta. kebutuhan
Perusahaan, | dengan pemberitahuan
tertulis kepada Pekerja.

4.3 Jabatan Pekerja sebagaimana disebut
dalam butr 4.1 berbasis di kantor
Perusahaan di Indonesia sebagaimana
disebutkan di awal Perjanjian ini.
Tanpa mengurangi ketenfuan tersebut,
Perusahaan berhak untuk sewaktu-
waldu mengubah lokasi kerja Pekerja
sesual dengan situasi dan kondisi serta
kebutuhan Perusahaan, dengan
pemberitahuan tertulis kepada Pekerja.

3

2 Tanggal Mulai Kerja untuk Perhitungan 2. The Date for Service Year Calculation

The date for service year calculation is
.................. hereinafter referred to as “Effective
Date") and shall be valid for unlimited lime,
unless earfier terminated pursuant to terms and
condiions of this Agreement and regulation
stipulated by the company.

Therefore, the term of employment of the
Employee shall be commenced from the
Effective Date and shall be terminated if the
Employee tendering hisfher resignation or
there is termination of employment pursuant to
this Agreement, and regulation stipulated by
the company or prevailing Labor iaws anid
regulations.

Point of Hire

Point. of hire is the place, which is
registered and acknowledged by
Company, to be used as the basis to
determine terms and conditions of work,
which relates to payment/business trip
expenses, training.and other provisions
about tariffs_and/or benefits components
and its kind.

Title of the Employee

4.1 The Employee's title shall be

sebagai .......ccuseeeuvm
4.2 Tha Company may from time to time
change the title of the Employee, as
meant in Point 4.1, and amend the
details of the = duties and
responsibiliies of the Employee in
accordance with the_ situation and
condition -and the needs of the
Company, with « prior written
notification to the Employee.
4.3 The Employee's title as mentioned
in Point 4.1 is located in the
Company's Indonesia office as first
mentioned above. Notwithstanding
the aforementioned, the Company
has the rght to fransfer the
Empioyee from time to time, in
accordance with the situation and
condition and the needs of the

Company, with prior written
notification to the Employes.
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4.4 Pekerja bersedia ditugaskan di luar lokasi
kerja seperti yang tertulis di atas, sesuai
dengan kebutuhan operasi Perusahaan.

Remunerasl

51 Pekerja berhak menerima upah
sebagaimana dinyatakan dalam
Lampiran perjanjian ini.

52 Upah akan dibayarkan ke rekening
bank yang ditunjuk oieh Pekerja setiap
akhir bulan sesuai jadwal yang
ditentukan oleh Perusahaan,

53 Pajak merupakan tanggung jawab
Pekerja ternadap negara. Perusahaan
akan memotong upah Pekerja untuk
pembayaran pajak penghasilan atas
nama Pekerja untuk selanjuinya disetor
kepada kas negara, sesuai ketentuan
peraturan mengenai perpajakan yang
berlaku.

54 Seldgin butir 53 di atas, semua
penghasilan. yang diterima oleh pekerja
akan dikenakan Pajak sesual dengan
ketentuan perpajakan yang berlaku.

Informas] dan Dokumen

Pekerja mengakui bahwa seluruh
memorandurm; catatan-catatan, film-film, foto-
foto, daftar-daftar, bagan-bagan, rumus-
rumus, gambar-gambar, sketsa-sketsa,
dokumen-dokumen, informasi, rahasia
dagang atau teknik dagang, serta dokumen-
dokumen lain, balk yang dipublikasikan
maupun tidak, yang ‘diberikan kepadanya
selama kerja atau sehubungan.dengan
pekerjaannya merupakanr rahasia Pentsahaan
dan Pekerja berjanji untuk
memperiakukannya secara rahasia, serta
mengembalikannya kepada Perusahaan pada
saat berakhimya hubungan kerfjanya.

Kekayaan Intelektual dan Industri

Seluruh bahan-bahan dan piranti lunak yang
diberikan dan dibayar oleh Perusahaan serta
seluruh bahan-bahan dan piranti lunak yang
dibuat atau digunakan oleh Pekerja dalam
bekerja atas nama Perusahaan menjadi dan
senantiasa merupakan hak milik eksiusif

44 The Employee ftransferable for
assignments to other work locations
than that mentioned above, in
accordance with operations
requirement

Remuneration

5.1 The Employee will be paid a salary
as stipulated in Attachment in this
agreement.

52 The salary will be payable into the
Employae's designated bank
account at the end of each month,
according to a schadule fixed by the
Company.

5.3 Income tax on the salary received by
the Employee is the responsibility of
the Employee toward the state. The
Company @ shall deduct the
Employee’s salary for the payment
of income tax on behalf of the
Employee which shall be
subsequently paid ‘to the state
treasury, in accordance with the
prevailing regulations on tax.

5.4 ./ Besides point 5.3 above, all income
received by the employee-shall be
taxed  in accordance with .the
prevailing regulations on tax.

tnformation and Documents

The "Employee acknowledges that all
memoranda, notes, films, photos, records,
charts, formulas, drawings, sketches,
software, documents, information, trade
secrets or  techniques, and other
documents. -« whether __published or
unpublished, made available to him/her
during or with respect to the performancs
of his/her duties are confidential to the
Company, and hefshe undertakes to treat
them accardingly, and retum them to the
Company upon termination of his/her
employment.

intellectual and Industrial Property

All materials and software provided and
paid for by the Company and all materials
and software prepared by or worked on by
the Employee on hehalf of the Company
shall be and shall remain the exclusive
property of the Company. The Employee
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Perusahaan. Pekerja tidak akan mengambil
atau memberikan izin untuk diambilnya
bahan-bahan atau alat-alat dari kantor
Perusahaan tanpa otorisasi tertulis.

Tanggung Jawab

Pekerja akan menggunakan usaha terbaiknya
dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan
Perjanjian ini dengan tunduk pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan

memikul tanggung jawab penuh atas
tindakannya.

9 Ketentuan Umum
Ketentuan-ketentuan umum lainnya yang

10.

1.

12.

13.

lidak diatur atau belum cukup diatur dalam
Ferjanjian dan lamplran dari Perjanjian ini,
sehubungan dengan - masalah
ketenagakerjaan, serta hak dan kewajiban
Pekerja, akan merujuk pada Peraturan yang
ditetapkan  oleh  Perusahaan  kecuali
ditentukean lain secara khusus dan dituangkan
secara tertulis dalam bentuk addendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pefjanjian ini.

Keseluruhan Perjanjlan

Perjanjian ini memupakan kesepakatan final
dan menyeluruh antara Para Pihak serta
membatalkan dan menggantikan - seluruh
kesepakatan atau pemahaman sebelumnya,
baik secara lisan maupun tertulis.

Perubahan

Perubahan terhadep. Perjanjian ini harus
disepakati secara tertulis antara Perusahaan
dan Pekerja.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk’ kepada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang beriaku
di Indonasia.

Bahasa

Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris, dengan ketentuan hahwa
apabila  terjadi  pertentangan  karena
parbedaan  penafsiran  bahasa, maka
Perjanjian yang ditulis dalam Bahasa
Indonesia yang berlaku.

9

10.

11.

12!

will not remove or permit to remove any
material or equipment from the Company’s
offices without written authorisation.

Responsibility

The Employee shall use his/her best
endeavours to perform his/her duties
under this Agreement in compliance with
any applicable laws and regulations and
assumes sole responsibility for her
actions.

General Terms

Other general terms neither regulated nor
sufficiently  regulated  under  this
Agreement and attachment, which
relateds to employment issue, rights and
obligations - of -the Employee shall be
refered to Policy stipulated by the
Company unless otherwise  stated
specifically in.  wiiting, . being an
uninseparable part of this agreement.

Entire Agreement

This represents the final and entire
agreement between the Parties; also
cancels and . supersedes all prior
agreements or understandings, orally or
writtenly.

Modification

Any changes to this Agreement must be
agreed to in writing by both the Company
and the Employae.

Goveming Law

The Agreement shall be govemned by the
laws of the Republic of Indonesia.

13. Language

This Agreement is made in both
Indonesian and English. Should there be
any inconsistencies due to difference of
language interpretation, the Indonesian
version shall prevail.
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Demikianlah Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan TFhis Agreement is made on the basis of the
Perusahaan dan Pekerja tanpa tekanan dari pihak agreement between the Company and the

manapun, Employee without pressures from any parties.
Perusahaan/Company Pekerja/Employee

Kalila Bentu Limited

Qlenh{By; Oleh/By:

Nama/Name: Nama/Name: ....ccccimrcesrarenis

Jabatan/Title:
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LAMPIRAN ATTACHMENT
Nama Name
No ID No D
Golongan Level
Upah : kotor per bulan Salary : gross per month

Other provisions not stated in this Attachment shall

Ketentuan lain yang tidak tercantum daiam Lampiran
0 the prevailing Company's Regulation.

ini mengacu pada buku "Peraturan Perusahaa
yang berlaku.
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